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BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 9° TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

. 1.

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
kegiatan, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-2

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2019 (Tambahan Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pasal 1

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian

B. Maksud

C. Tyjuan

D. Ruang Lingkup

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan

B. Penyusunan (DPA-SKPD) Kegiatan Fisik dan Non
Fisik, Penyusunan Perencanaan Konstruksi,

Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan
Konstruksi.
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Biaya Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Standarisasi Barang, Harga Barang dan Harga

Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi

(HSBUPK)

F. Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terealisasikan
Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

G. Pelaporan Kegiatan

BOO

BAB II1

PENGELOLA KEGIATAN

A. Pengelola Kegiatan dalam Pelaksanaan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim
Pendukung (Direksi Lapangan, Konsultan
Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola), Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu

D. Kelompok Kerja (Pemilihan)/Pejabat Pengadaan

E. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

F. Serah Terima Hasil Pekerjaan

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN FISIK
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAERAH

Umum

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah

Spesifikasi Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Daerah

Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung
Negara/Daerah

Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan
Bangunan Daerah dan Lingkungannya
Komponen Biaya Pembangunan

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

0m W U 0 wp

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON

FISIK

A. Prinsip Pengadaan

B. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of
Reference (TOR)dan Proposal

BAB VI
LAIN - LAIN



Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah wajib memahami, mematuhi
dan melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati
Nomor 81 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desembhet— ‘9‘2’7

Plt. BUPATI MOJOKERTO,
WAKIL BUPATI,

“| PUNGKA I

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Detembor— 20/9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY S TO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 90



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR J° TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

ubhowb-
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Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang
terdiri Badan, Dinas, Satuan Kecamatan, Rumah Sakit Umum
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mojokerto.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya

disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang

selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mojokerto

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK
adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat
PPHP adalah Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya disingkat BPP
adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu.



MAKSUD
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan bagi OPD dalam
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan agar
diperoleh hasil kegiatan yang optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan secara tepat waktu, tepat sasaran dan
mendapatkan mutu/kualitas barang/jasa berdasarkan tolok ukur
kegiatan yang bersangkutan.

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi
pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari :

APBD;

APBD Provinsi,

APBN; dan

Sumber anggaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

HOLON=
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BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. KEGIATAN

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh
OPD dalam rangka pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan dapat berupa :

1. Kegiatan Fisik, terdiri dari :
a. Kegiatan Fisik Konstruksi, terdiri dari :

1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung;
2) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Bukan Gedung;
3) Kegiatan Peningkatan Jalan;
4) Kegiatan Pemeliharaan Jalan;
5) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan;
6) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi;
7) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih;
8) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Konstruksi lainnya;
9) Kegiatan Perencanaan Teknis;

10) Kegiatan Pengawasan Teknis.

b. Kegiatan Fisik Non Konstruksi
1) Kegiatan Pengadaan Barang;
2) Kegiatan Pengadaan Fisik Non Konstruksi lainnya.

2. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan Penelitian;

Kegiatan Kajian;

Kegiatan Studi;

Kegiatan Monitoring;

Kegiatan Fasilitasi/Penunjang Belanja Tidak Langsung;
Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis;
Kegiatan Non Fisik lainnya.

oo Ao gp

Dalam melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik perlu dibuat
Time Line Kegiatan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan agar
tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan. Time Line
kegiatan sebagaimana tercantum dalam (Tabel 1 dan Tabel 2) lampiran
Peraturan Bupati ini.

B. PENYUSUNAN DPA-SKPD KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK,
PENYUSUNAN PERENCANAAN KONSTRUKSI, PELAKSANAAN
KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI.

1. Seluruh OPD yang mendapatkan alokasi dana, baik dari APBD,
APBD Provinsi Jawa Timur, APBN dan Sumber Dana lainnya yang
sah, harus menyusun DPA-SKPD Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
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Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Kelompok Belanja Langsung
didasarkan pada DPA-SKPD dan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar dan
Dokumen Pengadaan Barang/jasa.

Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Non Konstruksi Kelompok Belanja
Langsung didasarkan pada DPA-SKPD dan dilengkapi Spesifikasi
Teknis Barang, Gambar Teknis Barang (bila diperlukan) dan
Dokumen Pengadaan Barang/jasa. Uraian/rincian kegiatan dibuat
oleh masing-masing OPD pengelola kegiatan dengan menggunakan
tolok ukur kebutuhan dan harga riil dengan memperhatikan pajak-
pajak yang diperlukan untuk selanjutnya mendapatkan verifikasi
dari Pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi didasarkan pada DPA-
SKPD dan harus dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of
Reference (TOR) dan Dokumen Pengadaan Barang/jasa.

. Perencanaan Konstruksi merupakan tahap penyusunan rencana

teknis (desain) bangunan sampai dengan penyiapan dokumen
pengadaan. Perencanaan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh
Perencana Konstruksi yaitu Dinas Teknis atau Penyedia Jasa
Perencanaan Konstruksi atas beban biaya Kegiatan yang
bersangkutan. Perencana Konstruksi bertanggung jawab atas
rencana kerja yang dibuatnya. Dalam hal Perencanaan Konstruksi
dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi, maka
harus mendapatkan verifikasi dan pengesahan dari Dinas Teknis
terkait. Contoh Gambar Perencanaan, Lembar Asistensi dan Lembar
Verifikasi Perencanaaan sebagaimana tersebut pada Lampiran
Peraturan ini.

. Pengawasan Konstruksi adalah pekerjaan yang dilakukan dengan

cara memeriksa, mengawasi, meneliti dan mengkoordinasikan
sumberdaya yang ada terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga
didapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan bestek (RAB, Gambar
dan RKS). Pengawasan Konstruksi dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Jasa Pengawasan Konstruksi dan/atau oleh instansi teknis sesuai
dengan sifat pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi adalah
tahap pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi oleh Penyedia
barang/jasa Konstruksi mulai dari penandatanganan sampai serah
terima pekerjaan. Pengendalian konstruksi dapat dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, Tim ahli dan/atau oleh
instansi teknis sesuai dengan sifat pekerjaan kontruksi.

Dinas Teknis selaku pembina pekerjaan konstruksi melakukan
pembinaan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dihasilkan
secara swakelola dan/atau kontraktual.

Guna mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan obyektif,
pembuatan perencanaan teknis (desain) untuk pekerjaan sipil
konstruksi atau pekerjaan konstruksi lainnya, harus didasarkan
pada harga satuan lokal yang berlaku dan/atau survey lapangan
dengan memperhitungkan pajak-pajak dan keuntungan bagi
penyedia barang/jasa sesuai analisa harga satuan pekerjaan yang
disusun secara keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.

. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyedia barang/jasa dapat

dicantumkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah
termasuk keuntungan.

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan OPD sebagaimana tersebut dalam
Tabel Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan.
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11. Bagan Alur Tahapan Perencanaan dan Tahapan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/jasa OPD sebagaimana tersebut dalam Bagan
Alur.

12. Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola OPD sebagaimana
tersebut dalam Tabel Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola.

13. Bagan Alur Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola OPD
sebagaimana tersebut dalam Bagan Alur.

C. BIAYA UMUM o

1. Biaya Umum dapat dipergunakan antara lain untuk memb1g.ya1

pekerjaan perencanaan, pekerjaan pengawasan, pengendalian,
honorarium tim ahli dan biaya administrasi kegiatan yang lain.

2. PA/KPA wajib menyediakan biaya umum sebagai pendukung
pekerjaan utama yang dibutuhkan untuk perencanaan,
pengawasan, proses pengadaan, antara lain untuk biaya
pengumuman, honorarium panitia/pejabat pengadaan,
panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, biaya penggandaan
dokumen pengadaan/dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa
dan biaya lainnya yang dianggap penting guna menunjang proses
pengadaan, dan pelaksanaan kontrak, antaralain untuk honorarium
UKPBJ/pejabat pengadaan; Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan; Tim Teknis; Tim Pendukung; PPK; PPTK; Direksi
Lapangan; Tenaga Ahli/Pendampingan untuk membantu tugas PPK
menerima hasil pekerjaan, biaya penggandaan dokumen
pengadaan/dokumen kontrak, biaya papan nama, biaya perjalanan
dinas untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan, ATK dan
penyelenggaraan kegiatan/pekerjaan.

3. Biaya dimaksud sudah dimasukkan dalam kode rekening yang
disusun pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan DPA- SKPD.

4. Kegiatan Fisik Konstruksi
Secara garis besar, Biaya Umum untuk kegiatan fisik
konstruksi dialokasikan sebesar < 10,5 % (sepuluh koma lima per
seratus) dari alokasi dana, dipergunakan untuk :

Biaya umum dialokasikan sesuai prosentase dari alokasi dana

kontruksi,

a. 0 — 1.000.000.000,- (nol sampai dengan satu milyar rupiah)
dialokasikan biaya perencanaan 5,5%, (lima koma lima per
seratus) biaya pengawasan 4% (empat per seratus) dan Biaya
administrasi 6,5% (enam koma lima per seratus) dari alokasi
dana,

b. 1.000.000.000,- - 3.000.000.000,- (satu milyar sampai dengan
tiga milyar rupiah) dialokasikan biaya perencanaan 4%, (empat
per seratus) biaya pengawasan 3,5% (tiga koma lima per seratus)
dan Biaya administrasi 4,5% (empat koma lima per seratus) dari
alokasi dana,

c. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keatas dialokasikan biaya
perencanaan 3,5%, (tiga koma lima per seratus) biaya
pengawasan 3% (tiga per seratus) dan Biaya administrasi 4%
(empat per seratus) dari alokasi dana,

Biaya Umum Dipergunakan untuk :

a. Biaya administrasi kegiatan setingi-tingginya 4,5 % (empat koma
lima per seratus) yang dipergunakan untuk antara lain
honorarium pengelola/pelaksana kegiatan, panitia/pejabat
pengadaan  barang/jasa, panitia/pejabat penerima  hasil
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pekerjaan, pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas
dan lain-lain, sesuai kebutuhan pekerjaan, pembelian alat tulis
kantor, biaya perjalanan dinas dan lain-lain, sesuai kebutuhan.
Biaya administrasi dipergunakan antaralain honorarium PPK,
PPTK, Direksi Lapangan, Tim Teknis, Pejabat Pengadaan /
UKPBJ, Tenaga/ Tim Pendukung, Pejabat/Panitia PHP, Tenaga
Ahli/Pendampingan, pembelian alat tulis kantor, papan nama,
biaya perjalan dinas, biaya penggandaan dokumen, dan lainnya
sesuai kebutuhan.

b. Biaya perencanaan konstruksi setinggi-tingginya 3,5 % (tiga
koma lima per seratus) dan biaya pengawasan konstruksi
setinggi-tingginya 2,5 % (dua koma lima per seratus).

c. Biaya perencanaan konstruksi dan Dbiaya pengawasan
konstruksi ditetapkan dari hasil pelelangan/pemilihan
langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan yang
bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak,
dapat dipergunakan untuk :

1) Upah/Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
2) Materi dan penggandaan laporan;
3) Pembelian dan/atau sewa peralatan;
4) Sewa kendaraan;
5) Biaya rapat-rapat;
6) Perjalanan (dalam daerah dan/atau luar daerah);
7) Jasa dan over head (keuntungan);
8) Asuransi/pertanggungan (liability insurance);
9) Pajak dan iuran di Daerah lainnya.
Dalam hal kegiatan fisik konstruksi menggunakan Detail
Engineering Design (DED) dan apabila dilakukan review DED, maka
biaya review DED dialokasikan dari biaya umum
5. Kegiatan Fisik Non Konstruksi

Secara garis besar, Biaya Umum untuk kegiatan fisik non

konstruksi dialokasikan sebagai berikut :

a. Kegiatan dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sebesar < 5 % (lima per seratus) dari alokasi
dana.

b. Kegiatan dengan nilai lebih besar dari Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sebesar < 3 % (tiga per seratus) dari alokasi
dana.

Alokasi tersebut dipergunakan antara lain untuk :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa bukan Belanja Modal

c. Belanja Perencanaan (apabila diperlukan)

6. Kegiatan Non Fisik.

Secara umum, Kegiatan Non Fisik dapat dirinci menjadi

pekerjaan pokok dan pekerjaan pendukung/penunjang.

Biaya umum Kegiatan Non Fisik dialokasikan sebesar < 3 % (tiga

per seratus) untuk pekerjaan pendukung, dapat dipergunakan
antara lain untuk :

a. Belanja Pegawai.
b. Belanja Barang dan Jasa bukan Belanja Modal.

7. Pada Kegiatan yang bersifat kompleks dan/atau
mempergunakan teknologi tinggi dan/atau  memerlukan
perencanaan/pengawasan  konstruksi tertentu  dan/atau
memerlukan biaya tertentu seperti kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK), biaya administrasi, perencanaan dan
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pengawasan konstruksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan
dan/atau kemampuan anggaran daerah, setelah mendapat
persetujuan Bupati.

. Dalam hal terdapat kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan

pihak lain dan dari dana APBD, Biaya Umumnya dapat ditetapkan

sebesar akumulasi dana dari pihak lain ditambah dengan dana dari

APBD.

. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.

Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas OPD dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Tim/Panitia yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-
undangan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang -
undangan dapat dilakukan dengan susunan sebagai berikut :

1) Penanggungjawab : Bupati

Wakil Bupati

2) Pengarah : Sekretaris Daerah

3) Pembina : Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi

4) Ketua : Kepala OPD / Kepala Bagian

5) Wakil Ketua : Sekretaris /Kepala Bidang/Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala Sub
Bidang pada OPD

(jika diperlukan)

6) Sekretaris : Sekretaris / Kepala Bidang/ Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala Sub
Bidang pada OPD

7) Anggota : a) Unsur OPD yang bersangkutan
b) Unsur Instansi / OPD lain sesuai

kebutuhan

b. Tim/panitia yang dibentuk dengan keanggotaan melibatkan
instansi di luar Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan
susunan sebagai berikut :

1) Penanggungjawab : Bupati

Wakil Bupati

2) Pengarah : Sekretaris Daerah

3) Pembina : Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi

4) Ketua : Kepala OPD / Kepala Bagian

5) Wakil Ketua : Sekretaris /Kepala Bidang/Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala Sub
Bidang pada OPD

(jika diperlukan)

6) Sekretaris : Sekretaris / Kepala Bidang/Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala Sub
Bidang pada OPD

7) Anggota : a) Unsur OPD yang bersangkutan
b) Unsur Instansi / OPD lain sesuai
kebutuhan

c. Tim/Panitia yang dibentuk dengan keanggotaan melibatkan OPD
lain dapat dilakukan dengan susunan sebagai berikut :
1) Penanggungjawab : Bupati
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Wakil Bupati

2) Pengarah : Sekretaris Daerah

3) Pembina : Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi

4) Ketua : Kepala OPD / Kepala Bagian

5) Wakil Ketua : Sekretaris /Kepala Bidang/Kepala Sub

Bagian/Kepala  Seksi/Kepala  Sub
Bidang (jika diperlukan) pada OPD

6) Sekretaris : Sekretaris / Kepala Bidang/ Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala  Sub
Bidang pada OPD

7) Anggota : a) Unsur OPD yang bersangkutan

b) Unsur OPD lain sesuai kebutuhan

d. Tim/panitia yang dibentuk dengan keanggotaan internal OPD
yang bersangkutan dapat dilakukan dengan susunan sebagai
berikut :

1) Penanggungjawab : Bupati

Wakil Bupati

2) Pengarah : Sekretaris Daerah

3) Pembina : Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi

4) Ketua : Kepala OPD / Kepala Bagian

5) Wakil Ketua : Sekretaris /Kepala Bidang/Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala  Sub
Bidang pada OPD

(jika diperlukan)

6) Sekretaris : Sekretaris / Kepala Bidang/ Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/Kepala  Sub
Bidang pada OPD

7) Anggota : Unsur OPD yang bersangkutan

Pembentukan Tim/Panitia sebagaimana tersebut diatas yang
melibatkan OPD/Instansi lain dilakukan atas perintah Kepala
OPD/Instansi yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kebutuhan
dan anggaran pada OPD.

D. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
barang/jasa Pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya.

E. STANDARISASI BARANG, HARGA BARANG DAN HARGA SATUAN
BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSBUPK).

1.

Dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan Kkegiatan,
disusun Standar Barang, Standar Harga Barang dan Standar
Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara berkala.

. Standar Harga Satuan Barang dan/atau Standar Harga Satuan

Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi merupakan patokan harga
tertinggi dan dapat dinegosiasi berdasarkan harga yang
dikalkulasikan menurut keahlian sehingga menguntungkan bagi
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Standar Barang dan Harga Satuan Barang merupakan salah satu

pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
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dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) maupun
Pemeliharaan/Perawatan yang dituangkan dalam RKPBU/RTPBU.

4. Perencanaan Pekerjaan dan Perencanaan Kebutuhan barang yang
diperlukan/disusun oleh Perangkat Daerah berdasarkan Standar
Barang, Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan
Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi.

5. Apabila diperlukan karena situasi pasar yang mengalami
perubahan atau sebab-sebab lain yang mendesak, maka Standar
Barang, Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan
Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi  dapat dievaluasi,
disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Bupati sebagai salah satu
pedoman pelaksanaan APBD berjalan.

6. Pengendalian pelaksanaan/penerapan Standar Harga Satuan
Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi dilakukan oleh instansi
teknis.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam rangka
pemberian fleksibilitas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan pada Organisasi
Perangkat Daerah.

Ruang Lingkup pemberian fleksibilitas pengadaan barang /jasa
dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran meliputi sebagi berikut :

1. Penyediaan Anggaran.

a. Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah
dialokasikan dalam APBD harus diselesaikan pada Tahun
Anggran berkenaan.

b. Dalam hal pekerjaan tidak terselesaikan sampai dengan Akhir
Tahun Anggaran berkenaan, maka penyelesaian sisa pekerjaan
dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

c. Dalam hal alokasi Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b belum tersedia dalam
Tahun Anggaran berikutnya maka dilakukan perubahan APBD
sesuai ketentuan perundang — undangan yang berlaku.

d. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, apabila
penyedia barang /jasa belum menerima pembayaran sebesar
100% (seratus per seratus).

e. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran
berikutnya tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

f. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya
tidak termasuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (multiyear
contract).

g. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran
Berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan mengenai pengadaan barang /jasa
pemerintah.

h. Mekanisme pengelolaan keuangan untuk pekerjaan yang
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya diatur dalam
Peraturan Bupati.
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2. Adendum Kontrak

a. Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke
Tahun Anggaran Berikutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
melakukan Adendum Kontrak berkenaan.

b. Adendum Kontrak Berkenaan dilaksanakan dengan ketentuan :

1) mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian
sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran
Berikutnya.

2) mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan dan
pengenaan denda atas keterlambatan; dan

3) tidak menambah jangka waktu/ masa pelaksanaan
pekerjaan.

c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan atau memperpanjang
masa berlaku jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus)
dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun
Anggaran Dberikutnya kepada PPK sebelum dilakukan
penandatanganan Adendum Kontrak.

d. Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum
dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5%
(lima per seratus), penyedia barang/ jasa menambah nilai
jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1%o (satu
perseribu) dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian
pekerjaan dikalikan nilai kontrak.

3. Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan

a. Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan
ke Tahun Anggaran Berikutnya sesuai dengan prestasi pekerjaan
yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian
sisa pekerjaan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan.

b. Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BPKAD,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

G. PELAPORAN KEGIATAN

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas serta bahan
pengendalian/evaluasi pelaksanaan kegiatan khususnya untuk
mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan
APBD/APBN dan upaya pengendalian percepatan pelaksanaan
kegiatan (kesesuaian antara kemajuan fisik dan penyerapan dana)
yang pada gilirannya sebagai masukan terhadap penyusunan
kebijakan di tahun berikutnya, maka setiap Pengguna Anggaran
diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
kepada Bupati dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan berkaitan dengan
perkembangan kemajuan fisik kegiatan baik kegiatan fisik
konstruksi, fisik non konstruksi maupun kegiatan non fisik beserta
realisasi penyerapan keuangan yang disampaikan setiap bulan
kepada Bupati dengan tembusan kepada :
a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
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d. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah,
selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan
contoh Format Laporan sebagaimana tersebut dalam Format 4
pada Contoh Format Peraturan Bupati ini.

2. Pelaksanaan Pelaporan dilakukan oleh PA dengan dibantu oleh
BP, PPK dan PPTK pada masing-masing OPD.
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BAB III
PENGELOLA KEGIATAN

A. PENGELOLA KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN.

1.
2.

3.

Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA/KPA bertindak sebagai

PPK atau menunjuk PPK sesuai tugas serta kewenangannya.

PA PD dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada Kepala unit PD selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi,

rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan

pertimbangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari PA kepada KPA pada

Sekretariat Daerah meliputi :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. Menandatangani Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS)
dan Surat Perintah Membayar-Tambah Uang (SPM-TU);

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
dan

g. Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pejabat PA meliputi :
1) menandatangani Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan

(SPM-UP); dan
2) menandatangani Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-
GU).

Pelimpahan sebagian kewenangan dari PA kepada KPA pada

Organisasi Perangkat Daerah meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang ditetapkan

¢. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi gagal.

. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Langsung (BTL) pada

Sekretariat Daerah :
a. Gaji Pegawai Negeri (PNS) :

1) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat
usulan mutasi gaji PNS untuk disampaikan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);

2) Daftar Gaji dibuat oleh BPKAD;

3) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat
Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) Gaji dan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP) Bagian yang membidangi keuangan Sekretariat Daerah;

4) Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD) melaksanakan verifikasi dan membuat Surat
Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh KPA
Bagian yang membidangi keuangan Sekretariat Daerah;
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5) Bagian yang membidangi keuangan menyampaikan SPM-LS
kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), Gaji langsung masuk ke Rekening masing-
masing PNS;

b. Tambahan Penghasilan PNS (beban kerja dan uang makan) :

1) Kepala Bagian yang membidangi keuangan membuat Nota
Dinas pencairan kepada Sekretaris Daerah selaku PA pada
awal tahun anggaran;

2) Berdasarkan Disposisi Sekretaris Daerah BPP Bagian yang
membidangi keuangan membuat dan menandatangani SPP-
LS;

3) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi dan membuat SPM dan
ditandatangani oleh KPA Bagian yang membidangi keuangan,

4) Bagian yang membidangi keuangan menyampaikan SPM-LS
kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D, Dana cair dan masuk
ke Rekening masing-masing PNS;

7. Mekanisme Pencaitan BTL Bupati dan Wakil Bupati :
a. Gaji Bupati dan Wakil Bupati

1) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat
usulan mutasi gaji Bupati dan Wakil Bupati disampaikan
kepada BPKAD;

2) Daftar Gaji dibuat oleh BPKAD;

3) Pembantu Bendahara Pengeluaran urusan Gaji membuat SPP
- LS Gaji dan ditandatangani oleh BPP Bagian yang
membidangi keuangan Sekretariat Daerah;

4) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi dan membuat SPM dan
ditanda tangani oleh KPA Bagian yang membidangi keuangan
Sekretariat Daerah;

5) Bagian yang membidangi keuangan Sekretariat Daerah
menympaikan SPM - LS gaji kepada BPKAD untuk diterbitkan
SP2D, gaji langsung masuk ke rekening Bupati/wakil Bupati.

b. Belanja Penunjang Operasional (BPOP)

1) Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati membuat Nota Dinas
pengajuan BPOP kepada Kepala Bagian yang membidangi
keuangan Sekretariat Daerah;

2) Berdasarkan Nota Dinas Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati,
Kepala Bagian yang membidangi keuangan Sekretariat
Daerah mengajukan Nota Dinas BPOP kepada Sekretaris
Daerah;

3) Sekretaris Daerah memberikan disposisi dan Bagian yang
membidangi keuangan membuat SPP-LS dan ditandatangani
oleh BPP Bagian yang membidangi keuangan Sekretariat
Daerah;

4) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi dan membuat SPM dan
ditandatangani oleh KPA Bagian yang membidangi keuangan
Sekretariat Daerah;

5) Bagian yang membidangi keuangan menyampaikan SPP-LS
kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dana cair dan masuk
rekening BPP;

6) BPP menyerahkan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Staf
Khusus.
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Tugas dan tanggung jawab pada pengelola kegiatan nomor
1 s/d 7 di atas sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2019 (Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2019 Nomor 24).

B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas Pengendalian Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa, PPK dibentuk/ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

2. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

3. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk
melaksanakan Pengadaan  Barang/Jasa, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki integritas;

b. Memiliki disiplin tinggi;

c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas; yaitu :

1) Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)
dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai
dengan tuntutan pekerjaan; Dalam hal jumlah Pegawai
Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf cangka 1) terbatas, persyaratan
dapat diganti dengan paling kurang golongan Illa atau
disetarakan dengan golongan Illa.

2) Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa; dan

3) Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya

d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

. Menandatangani Pakta Integritas;

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) atau Bendahara; Persyaratan tidak menjabat
sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak
sebagai PPK;

g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal
tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada huruf g
dikecualikan untuk:

1) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II di Satuan Kerja
Perangkat Daerabh;

2) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

-0
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4. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf ¢ memiliki tugas:

= i

e
:

Menyusun perencanaan pengadaan;

Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (kak),
Menetapkan rancangan kontrak;

Menetapkan hps;

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia;

Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Menetapkan tim pendukung;

Menetapkan tim atau tenaga ahli;

Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
Mengendalikan kontrak;

Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

pa/kpa;

m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

n.

O.

pa/kpa dengan berita acara penyerahan;

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

Menilai kinerja penyedia.

5. Contoh Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Pengangkatan PPK Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam
Format 5.

6. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

a.

o

Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang ;

Penyedia berada dalam keadaan pailit ;

. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum

penandatanganan kontrak ;

Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ;

Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan ;

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dengan ketentuan tidak
melebihi batas akhir tahun anggaran;
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j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan
dalam kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

k. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan
kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam
adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian
pekerjaan, pengenaan sanksi denda Kketerlambatan kepada
Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;

m. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui
Tahun Anggaran.

7. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi
sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tahap Sanksi Kewenangan

Tahap Pemilihan :

1. Menyampaikan - digugurkan dalam | PA atas usul Pj
dokumen /keterangan pemilihan Pengadaan / Pokja
palsu/tidak benar dalam | - pencairan jaminan | Pemilihan
dokumen pemilihan ; penawaran

2. Terindikasi melakukan | - daftar hitam 2 tahun
persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur
harga penawaran

3. Terindikasi melakukan KKN

dalam pemilihan Penyedia

4. Mengundurkan diri dengan | -
alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pj Pengadaan | -
/Pokja Pemilihan

pencairan
penawaran
daftar hitam 1 tahun

jaminan | PA atas wusul Pj
Pengadaan / Pokja

Pemilihan

Tahap SPPBJ - Kontrak -
1. Mengundurkan diri sebelum
penandatangan kontrak -

pencairan PA atas usul PPK
penawaran

daftar hitam 1 tahun

jaminan

perhitungan volume hasil

Tahap Pelaksanaan Kontrak - pencairan jaminan | PA atas usul PPK

1. Tidak melaksanakan pelaksanaan /
kontrak, tidak jaminan
menyelesaikan  pekerjaan, pemeliharaan
atau tidak melaksanakan daftar hitam 1 tahun
kewajiban dalam  masa
pemeliharaan

2. Menyebabkan kegagalan Ganti kerugian
bangunan sebesar nilai kerugian

3. Menyerahkan jaminan yang yang ditimbulkan
tidak dapat dicairkan

4. Melakukan kesalahan dalam
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pekerjaan berdasarkan hasil

audit

. Menyerahkan barang/jasa
yang kualitasnya  tidak

sesuai dengan kontrak

berdasarkan hasil audit

. Terlambat menyelesaikan
pekerjaan sesuai kontrak

- Denda keterlambatan

PPK

1/1000 dari nilai
kontrak atau nilai
bagian kontrak
untuk setiap hari
keterlambatan

C. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, TIM PENDUKUNG
(DIREKSI LAPANGAN, KONSULTAN PENGAWAS, TIM PELAKSANA
SWAKELOLA), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPTK-SKPD) dibentuk/ditetapkan oleh Kepala SKPD.

1. Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

a.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan untuk ditunjuk
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) hendaknya benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi penggantian,
kecuali mutasi, meninggal dunia atau berhalangan/sakit.

Kepadanya dapat diberikan honorarium yang dananya

bersumber dari kegiatan yang dikelolanya dengan mengikuti

standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masa kerjanya

berakhir kurang dari 1 (satu) tahun anggaran atau dipastikan

akan mengambil cuti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut,
hendaknya tidak diusulkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (PPTK-SKPD) yang dananya bersumber dari APBD tidak

diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD)

yang dananya bersumber dari APBN atau sumber lainnya,

kecuali ada pertimbangan lain, seperti pertimbangan efisiensi,
efektifitas atau keterbatasan personil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan oleh Kepala

Unit/Satuan Kerja untuk ditunjuk/ditetapkan menjadi Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPTK-SKPD), hendaknya memenuhi Kriteria/syarat-syarat

antara lain sebagai berikut :

1) diupayakan serendah-rendahnya menduduki Pangkat Penata
Muda atau Golongan Ill/a;

2) tidak diusulkan/dicalonkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD)
kegiatan sektoral nasional, atau apabila telah mengelola tugas
pembantuan;




-18-

3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

4) dalam hal suatu kegiatan karena sifatnya merupakan satu
kesatuan konstruksi dan dibangun/diadakan dengan biaya
lebih dari 1 (satu) sumber dana/satu satuan kegiatan, maka
untuk kemudahan koordinasinya, jabatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD)
dapat dirangkap oleh orang yang sama,;

5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PPTK-SKPD) dapat mengelola sebanyak-banyaknya
(tiga) kegiatan, kecuali ada pertimbangan lain, seperti
pertimbangan efisiensi, efektifitas atau keterbatasan personil.

e. PPTK mempunyai tugas :

1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan,;

2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dilapangan
kepada PPK;

3) menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun
administrasi yang terkait dengan beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan;

4) menyampaikan kepada PPK hasil pemeriksaan guna pencairan
anggaran sebagai Tim Teknis yang dibentuk oleh PPK.

f. Contoh Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Format 6 pada
Lampiran Peraturan ini.

2. Tim pendukung adalah tim/perorangan yang ditetapkan oleh
PA/KPA dalam rangka membantu urusan yang bersifat administrasi
kegiatan dan administrasi keuangan.

Contoh Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang

Pengangkatan Pejabat/Tim Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah

sebagaimana tersebut dalam Format 8.

3. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA/KPA dari intern
perangkat daerah untuk membantu, memberikan masukan dan
melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh
tahapan pengadaan barang/jasa.

Tim teknis dapat terdiri dari PPTK, Direksi Lapangan dan anggota
lainnya yang diberi tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh
tahapan pengadaan barang/jasa.
Tugas Direksi Lapangan, antara lain :

1) membantu PPK dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan,;

2) dalam  melaksanakan tugasnya  melaporkan hasil

tugasnya kepada PPTK.

Contoh Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Pengangkatan Tim Teknis Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana
tersebut dalam Format 7.

4. Tim/Tenaga Ahli adalah tim/perorangan yang ditetapkan oleh
PA/PPK dalam rangka memberi masukan dan
penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau
seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa

5. Konsultan Pengawas.
a. Tugas Konsultan Pengawas, antara lain :
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1) memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan
pekerjaan di lapangan;

2) mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda
pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya
pekerjaan konstruksi;

3) mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi
kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi
fisik;

4) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memecahkan persoalan yang terjadi selama proses
pelaksanaan konstruksi;

5) menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala,
membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan
pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan,
laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan
konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa;

6) menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan
pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua
pekerjaan konstruksi;

7) meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan
pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima

pertama,
8) menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima
pertama, mengawasi perbaikannya pada masa

pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan;

9) menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan
ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan
ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
dilapangan.

b. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional
atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik

profesi yang berlaku.
c. Tanggung jawab Konsultan Pengawas meliputi aspek sebagai
berikut :
1) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen
kontrak;

2) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja
pengawasan yang berlaku;
3) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.

d. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak
Konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para
tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses
pekerjaan tersebut.

6. Tim Pelaksana Swakelola

Tim Pelaksana Swakelola mempunyai tugas dan bertanggung jawab

melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat

gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan
pekerjaan.

1) Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional
atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik
profesi yang berlaku.

2) Tanggung jawab Konsultan Pengawas meliputi aspek sebagai
berikut :
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a. kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen

kontrak;

b. kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja

pengawasan yang berlaku;

c. hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.

3) Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak

Konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para
tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses
pekerjaan tersebut.

7. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

a.

b.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
dibentuk/ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan/atau Pembantu Bendahara
Penerimaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan untuk ditunjuk
sebagai Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
hendaknya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga tidak terjadi penggantian, kecuali meninggal dunia
atau mutasi. Kepadanya dapat diberikan tambahan
penghasilan dengan mengikuti standar ketentuan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masa kerjanya kurang
dari 1 (satu) tahun anggaran atau dipastikan akan mengambil
cuti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, hendaknya tidak
diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran yang dananya bersumber dari APBD
tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Bendahara
Pengeluaran yang dananya bersumber dari APBN atau sumber
lainnya, kecuali ada pertimbangan lain;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan oleh Kepala
Unit/Satuan Kerja untuk ditunjuk/ditetapkan menjadi
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, hendaknya
memenuhi kriteria atau syarat-syarat antara lain sebagai berikut

1) Serendah-rendahnya menduduki Pangkat Pengatur Muda atau
Golongan I1/a;

2) Diutamakan yang pernah mengikuti Kursus Bendaharawan
Daerah atau memiliki pengetahuan/pemahaman tentang
administrasi keuangan;

3) Tidak ditunjuk/diusulkan PNS yang telah menjabat
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan lebih dari 5
(lima) tahun secara berturut-turut, kecuali ada pertimbangan
lain, seperti pertimbangan efisiensi, efektifitas atau
keterbatasan personil;

4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

5) Tidak diusulkan /dicalonkan sebagai Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Penerimaan kegiatan sektoral
nasional,

6) Dalam hal suatu kegiatan karena sifatnya merupakan satu
kesatuan dan dibangun dengan biaya lebih dari 1 (satu)
sumber dana, maka untuk kemudahan koordinasinya,
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jabatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
dapat dirangkap oleh personil yang sama,
g. Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka :

1) Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)
bulan, Bendahara Pengeluaran wajib memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran
dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui
Kepala SKPD;

2) Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran dan
diadakan berita acara serah terima;

3) Apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan, belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu
segera diusulkan penggantinya;

h. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja dalam :

1) Buku Kas Umum pengeluaran ;

2) Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek;

3) Buku pembantu kas tunai;

4) Buku pembantu simpanan/bank;

5) Buku pembantu panjar;

6) Buku pembantu pajak.

i. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menguji kebenaran administrasi bukti-bukti pengeluaran dana
dari UP/GU/TU dan LS dan kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban;

2) Melakukan pencatatan bukti-bukti dimaksud pada dokumen
Buku pengeluaran, Buku pembantu simpanan/bank, Buku
pembantu pajak, Buku pembantu panjar dan Buku pembantu
pengeluaran per obyek;

3) Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam
SPJ yang akan diserahkan ke Pejabat pengesah SPJ melalui
PPK-SKPD untuk disahkan.

4) Menyusun Berita Acara pemeriksaan kas tiap 3 (tiga) bulan
sekali.

j- Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas sebagai berikut

1) Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung
jawaban,;

2) Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana pada
dokumen Buku Kas Pengeluaran Pembantu, Buku Pajak
PPN/PPh Pembantu, Buku Panjar Pembantu;

3) Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana pada
dokumen Buku Kas Pengeluaran Pembantu, Buku Pajak
PPN/PPh Pembantu, Buku Panjar Pembantu;

4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara
pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

k. Selain tugas diatas bendahara pengeluaran pembantu
mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU
dan SPP-LS;
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2) Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari
Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara
pengeluaran;

3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;

4) Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang
diberikan oleh PPTK;,

6) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/atau tidak lengkap.

Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk

berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya serta ada pelimpahan kewenangan dari

Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

. Bendahara Penerimaan wajib :

1) Menyelenggarakan  penatausahaan terhadap  seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggungjawabnya,

2) Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD;

3) Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku
BUD.

. Laporan pertanggungjawaban diatas dilampiri dengan :

1) Buku Kas Umum,;

2) Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan;

3) Buku Penerimaan Lainnya yang sah;

4) Berita Acara Penutupan Kas.

. Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut :

1) Melakukan  penatausahaan  penerimaan  berdasarkan
dokumen SKPD, SKR, STS dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti lain yang sah;

2) Menyusun BKU Penerimaan, BKU Pembantu (Rincian Obyek
Penerimaan) dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian,;

3) Membuat SPJ Penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu
BKU Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan,
Bukti Penerimaan lain yang sah;

4) Menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD (pertanggungjawaban administrasi) dan
kepada BUD (pertanggungjawaban fungsional);

5) Menyusun berita acara pemeriksaan kas tiap 3 (tiga) bulan
sekali.

. Bendahara Penerimaan juga memiliki tugas sebagai berikut :

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada
SKPD/SKRD dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

2) Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan
dokumen SKPD yang diterimanya dari PPKD;
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3) Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan
dokumen SKRD yang diterimanya dari Pengguna Anggaran;

4) Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti lain yang sah.

q. Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk dalam
keadaan objek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan
geografis, wajib pajak/retribusi tidak dapat membayar
kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga
keuangan/kantor pos yang terkait.

r. Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas sebagai berikut

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada
SKPD/ Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima
dengan dokumen SKPD yang diterimanya dari Pengguna
Anggaran;

2) SKRD dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

3) Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran/Bukti lain yang sah;

4) Menyerahkan tanda bukti pembayaran/tanda bukti lain yang
sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

5) Menyerahkan uang yang diterimanya dan STS (Surat Tanda
Setoran) pada Bank;

6) Menerima STS yang telah di Validasi dari Bank;

7) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat
tanggal S bulan berikutnya.

s. Bendahara Penerimaan Pembantu juga memiliki tugas sebagai
berikut :

1) Melakukan  penatausahaan  penerimaan  berdasarkan
dokumen SKPD, SKRD, STS dan Surat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti lain yang sah;

2) Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku
Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu;

3) Membuat SPJ Penerimaan Pembantu;

4) Menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara
Penerimaan.

D. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN /PEJABAT PENGADAAN.

1.

3.

Kelompok Kerja (Pokja) adalah pokja yang berjumlah gasal,

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah

sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk

melaksanakan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa di

Pemerintah Daerah.

Pokja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang personil yang diangkat

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat

Keputusan Kepala SKPD untuk melaksanakan Pengadaan

Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

Pejabat Pengadaan memiliki tugas :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;

b. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung adalah paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
dan/atau
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c. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

d. Melaksanakan E-puchasing yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

4. Pengangkatan Pejabat Pengadaan hendaknya diutamakan pada
PNS yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar
instansi yang bersangkutan, dengan tugas sebagaimana
tersebut dalam Format 9 pada Lampiran Peraturan ini beserta
contoh Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah.

5. Personil yang duduk sebagai pejabat pengadaan berasal dari
Pegawai Negeri Sipil yang memahami tata cara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan dan memahami hukum-hukum

perjanjian/kontrak
6. Dalam hal suatu instansi memerlukan personil sebagai pejabat
pengadaan barang/jasa diluar instansinya, Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat meminta bantuan
personil pengadaan barang/jasa kepada Perangkat Daerah/Kepala
Unit yang terdapat personil yang memenuhi kriteria sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dilarang duduk sebagai Pokja /Pejabat Pengadaan :

a. PA/KPA, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) di OPD yang bersangkutan dan Bendaharawan,;

b. Pegawai pada Inspektorat Kabupaten, kecuali menjadi
pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang
dibutuhkan instansinya;

c. Pengelola Keuangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilarang ditunjuk sebagai
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah pada kegiatan yang
sama.
9. Syarat-syarat Anggota Kelompok Kerja (Pokja)/Pejabat Pengadaan :
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas kelompok
kerja pemilihan / pejabat pegadaan yang bersangkutan

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

f. menandatangani Pakta Integritas.

10. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat teknis, harus diikut
sertakan unsur-unsur teknis dari instansi yang berkompeten, yang
berhubungan dengan tugasnya (fungsinya) guna membantu
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Misalnya untuk
pekerjaan bangunan gedung, kantor, rumah dinas oleh instansi
yang menangani permukiman, pengadaan obat-obatan dan alat
kesehatan oleh dinas kesehatan dan sebagainya.

E. PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
1. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA
yang anggotanya berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi
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sendiri maupun instansi lainnya. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP) adalah tim yang berjumlah gasal sekurang-kurangnya

berjumlah 3 (tiga) orang sedangkan Pejabat Pemeriksa Hasil

Pekerjaan dijabat 1 (satu) orang

2. Dikecualikan dari ketentuan pada angka 1 diatas, anggota

Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Institusi lain

Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas ;

b. Memahami mekanisme pengadaan barang/jasa ;

c. Menandatangani Pakta integritas ;

d. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

4. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok
dan kewenangan untuk :

a. PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki
tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

b. PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki
tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan meliputi dokumen
program / penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen
perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan
pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima
hasil pekerjaan;

d. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PJPHP/PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan Pejabat Penandatangan kontrak untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administrative;

e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Administrasi Hasil Pekerjaan.

5. Susunan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan terdiri dari :

a. Ketua : Pejabat Struktural/Staf di PD yang bersangkutan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

b. Sekretaris : Pejabat Struktural/Staf di PD yang bersangkutan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

c. Anggota : Pejabat Struktural/Staf di PD yang bersangkutan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku atau instansi lainnya.
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Contoh format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa  Hasil Pekerjaan
sebagaimana Format 10 dan Format 11.

Panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dalam melaksanakan
pemeriksaan administrasi meliputi :

Dokumen program/penganggaran.

Surat penetapan PPK.

Dokumen perencanaan pengadaan.

RUP/SIRUP.

Dokumen persiapan pengadaan.

Dokumen pemilihan penyedia.

Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya.

. Dokumen serah terima hasil pekerjaan.

TR0 a0 TP

F. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

1.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) atau sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak (termin), Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat
Komitmen untuk penyerahan hasil pekerjaan atau sebagian hasil
pekerjaan.

Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan / termin, Pejabat
Pembuat Komitmen dapat meminta Konsultan Pengawas, Tim
Teknis, dan atau Tim Ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap
hasil pekerjaan atau sebagian dari hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan atau
sebagian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang
tercantum dalam kontrak.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dibuat dan ditandatangani
bersama antara Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan Tim Ahli
(apabila ada) sebagaimana tertuang dalam contoh format Format 12.
Apabila dalam Pemeriksaan hasil pekerjaan atau sebagian hasil
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen
memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.

. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan 100% (seratus per

seratus) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak
maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
(BAST).

Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tertuang dalam
contoh format Format 13.

Untuk pemeriksaan termin, apabila telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran.
Berita Acara Pembayaran Angsuran sebagaimana tertuang dalam
contoh format Format 14.

Untuk pengadaan barang, apabila dalam pemeriksaan pengadaan
barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak
(baik untuk hasil pekerjaan 100% maupun termin) maka Pejabat
Pembuat Komitmen, Penyedia  dan Pengurus Barang
menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang.

Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana tertuang dalam
contoh format Format 15.

Untuk pengadaan barang, setelah penandatanganan Berita Acara
Penerimaan Barang maka Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia, dan
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Pengurus Barang dan Penerima Barang menandatangani Berita
Acara Penyerahan Barang.

Berita Acara Penyerahan Barang sebagaimana tertuang dalam
contoh format Format 16.

Setelah penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat
pekerjaan 100%, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan
barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA melalui Berita Acara
Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP).

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang
dalam contoh format Format 17.

. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan

administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan
pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Apabila hasil pemeriksaan admnistrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, pjPHP/PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

Hasil pemeriksaan admnistratif dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Admnistratif Hasil Pekerjaan , sebagaimana format
dalam Format 18.

Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik. Apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan telah sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak
maka Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serah Terima Akhir (BASTA), contoh format
sebagaimana Format 19.

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka pejabat Pembuat Komitmen berhak
untuk mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar
Hitam. Pencairan jaminan pemeliharaan maksimal sebesar nilai dari
jaminan pemeliharaan itu sendiri.

Jaminan Pemeliharaan yang dicairkan, masuk dalam rekening
Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah. Rincian dan nominal
penggunaan dana yang digunakan oleh PPK untuk membiayai
pemeliharaan pekerjaan harus mendapat persetujuan dari PA/KPA.
Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyetorkan
kepada Kas Daerah.

Mekanisme pekerjaan pemiliharaan dilakukan oleh PPK dengan
swakelola.
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BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. UMUM

Tata cara Penyelenggaraan Kegiatan Fisik Konstruksi ini merupakan
petunjuk teknis bagi petugas Pemerintah Daerah yang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan Pembangunan Gedung Daerah, dalam
hal pengendalian dan pelaksanaan pengoperasian dan pembiayaan
kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
hal penyusunan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana
kerja pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
dapat mempedomani Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 45 Tahun
2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Kabupaten Mojokerto.

B. STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAHAN DAERAH.
1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
dinas dan kendaraan dinas.

2. Asas Pembangunan
a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan
teknis yang disyaratkan;
b. Terarah dan terkendali sesuai rencana kegiatan serta fungsi
setiap pengguna bangunan gedung;
c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam
negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

3. Maksud, Tujuan dan Lingkup

a. Maksud : sebagai petunjuk pelaksanaan  bagi para
penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan
pembangunan Bangunan Gedung Daerah.

b. Tujuan : agar Bangunan Gedung Daerah diselenggarakan
sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien dalam
penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan
lingkungannya dan penyelenggaraan pembangunan Bangunan
Gedung Daerah dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

c. Lingkup : meliputi substansi pedoman teknis dan pengaturan
penyelenggaraan Bangunan Gedung Daerah.

C. SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
DAERAH
1. Klasifikasi Bangunan Gedung Daerah :
a. Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung
daerah dengan  karakter sederhana serta  memiliki
kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjamin kegagalan
bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
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Klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain :

1) gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya atau
bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai
dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m?;

2) bangunan rumah dinas tipe C, D dan E yang tidak
bertingkat;

3) gedung pelayanan kesehatan, puskesmas;

4) gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan
dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai.

Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan

gedung daerah dengan karakter tidak sederhana serta

memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa
penjamin kegagalan bangunannya adalah selama paling
singkat (10) sepuluh tahun.

Klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain :

1) Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya atau
gedung kantor dengan luas diatas dari 500 m* atau
gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;

2) Bangunan rumah dinas tipe A dan B atau rumah dinas C,
D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah
negara/daerah yang berbentuk rumah susun;

3) Gedung rumah sakit klas A, B, C dan D;

4) Gedung Pendidikan tinggi Universitas/Akademi atau
gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2
lantai.

Bangunan Khusus
Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung daerah
yang memiliki panggunaan dan persyaratan khusus yang dalam
perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/
teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya
paling singkat adalah 10 (sepuluh) tahun, yang termasuk
klasifikasi bangunan khusus antara lain :

1) Rumah Jabatan Bupati;

2) Gedung Negara/Daerah;

3) Gedung Laboratorium;

4) Stadion Olah Raga;

5) Gedung bersifat monumental.

2. Tipe Bangunan Rumah Daerah
Untuk bangunan gedung daerah, disamping Kklasifikasinya
berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara/daerah tersebut
diatas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada
tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatannya.

a.

Tipe Khusus

1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten;

2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1).

Tipe B

1) Sekretaris Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten,
Kepala Dinas, Kepala Badan,

2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan angka 1);

3) PNS yang golongannya IV/d dan IV/e.

Tipe E

1) Kepala Sub Seksi serta PNS Golongan II/d ke bawah;
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2) Untuk jabatan tertentu, program ruang dan luasan Rumah
Negara dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan
operasional jabatan.

D. TAHAPAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA/DAERAH
1. Persiapan

a. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan merupakan

tahap awal proses penyelenggaraan Pembangunan bangunan
gedung negara/daerah yang merupakan Kkegiatan menentukan
program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan yang
diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan kebutuhan
biaya pembangunan.
Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan
Gedung daerah dilakukan dengan mengikuti pedoman, standar
dan petunjuk teknis Pembangunan bangunan gedung
negara/daerah yang berlaku

b. Penyusunan pembiayaan bangunan gedung daerah didasarkan
pada standar harga per-m? tertinggi bangunan gedung
negara/daerah yang berlaku.

c. Pembangunan bangunan gedung daerah yang pelaksanaan
pembangunannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Kegiatan
tahun jamak), program dan pembiayaannya harus mendapatkan
persetujuan dari Bupati Mojokerto setelah memperoleh pendapat
teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto atau instansi teknis yang menjadi pembina
pembangunan gedung.

2. Perencanaan Teknis Konstruksi

a. Perencanaan teknis konstruksi merupakan tahap penyusunan
rencana teknis (desain) bangunan gedung negara/daerah
termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan
desain berulang atau desain prototipe.

b. Penyusunan rencana teknis bangunan/perencanaan konstruksi

dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana konstruksi,
baik perorangan ahli atau badan hukum yang kompeten atau
oleh dinas teknis daerah sesuai ketentuan yang berlaku atas
beban biaya darikegiatan yang bersangkutan.
Dalam hal perencanaan konstruksi dilaksanakan oleh dinas
teknis daerah, petugas yang terkait dapat diberikan honorarium,
biaya perjalanan dinas dan biaya lainnya guna menunjang
operasional pelaksanaan pekerjaan.

c. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan dan ketentuan
teknis yang berlaku.

d. Dokumen rencana teknis dapat berupa :

1) Gambar-gambar seperti rencana arsitektur, struktur,
mekanikal, elektrikal dan rencana utilitas

2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dapat berupa
persyaratan umum, administrasi dan teknis bangunan.

3) Rencana anggaran biaya pembangunan (Engineering
Estimate).

4) Daftar Volume (Bill of Quantity).
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Dalam pelaksanaan pembayaran atas prestasi pekerjaan
(termin) yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Perencana
Konstruksi harus mendapatkan pemeriksaan hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat
oleh Panitia/Pejabat Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hasil pekerjaan perencanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa
Perencanaan Konstruksi antara lain berupa gambar Detail
Engineering Design (DED) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto (SKPD teknis sesuai
dengan bidangnya).

3. Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi.

a.

b.

Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara/daerah
sudah termasuk pemeliharaan konstruksi;

Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan
mendirikan, memperbaiki atau memperluas dan/atau lanjutan,
dan/atau perawatan bangunan gedung negara/daerah dilakukan
dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang
merupakan badan hukum yang berkompeten yang dilakukan
berdasarkan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan atau
dengan cara yang lain (seperti swakelola);

. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik harus memperhatikan

kualitas masukan dan kualitas hasil pekerjaan dan
memperhatikan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yang berlaku;

. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengendalian yang

dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan kontruksi, PPK,
PPTK, Direksi lapangan, tim teknis, tenaga ahli/pendampingan
pengawasan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh penyedia
jasa pengawas konstruksi atau dinas teknis daerah terkait atas
beban biaya kegiatan yang bersangkutan. Pengawas konstruksi
mempunyai tugas melakukan pengawasan secara rutin
dan terus menerus terhadap pekerjaan pelaksanaan konstruksi
sehingga didapat hasil pekerjaan yang sesuai dengan bestek
(gambar, RKS, EE) dan melaporkan hasil pekerjaannnya
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaporkan
pada PPK, dan PPK melaporkan kepada PA,;

Dalam pelaksanaan pembayaran atas prestasi pekerjaan
(termin) yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana atau
pengawasan konstruksi harus mendapatkan pemeriksaan hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat
oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan
pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Dalam
masa pemeliharaan penyedia jasa pelaksana konstruksi
berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan
kekurangan yang terjadi sesuai kontrak kerja;

Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang
didalam dan  diluar gedung harus diuji coba sesuai
fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan harus
diperbaiki sehingga dapat berfungsi sempurna,;
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h. Jangka waktu masa pemeliharaan untuk bangunan semi
permanen minimal 3 (tiga) bulan kalender dan untuk
bangunan permanen minimal 6 (enam) bulan kalender.

E. TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN
DAERAH DAN LINGKUNGANNYA
1. Pembangunan yang dimaksud dalam pedoman tata cara ini

meliputi :
a. Pembangunan baru.
b. Pembangunan lanjutan (termasuk penambahan elemen

konstruksi bangunan/utilitas bangunan yang membentuk
sistem baru pada bangunan) dan,;
c. Perawatan dan pemeliharaan bangunan.

2. Pengelolaan Kegiatan
a. Organisasi dan Fungsi Pengelola Kegiatan
Organisasi dan Fungsi Pengelola Kegiatan mengikuti
ketentuan sebagaimana Bab III huruf A.
b. Tahapan Kerja Pengelolaan Kegiatan meliputi :
1) Pengelolaan tahap persiapan dan perencanaan konstruksi
yang terdiri atas :

2)

a)
b)

c)
d)
e)

)

g

Persiapan dan Penetapan Organisasi Kegiatan;

Penyiapan bahan, penetapan waktu dan strategi
penyelesaian Kegiatan,

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan
Manajemen Konstruksi (MK) dan pengadaan Konsultan;
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan
perencanaan dan pengadaan Konsultan;

Pengendalian Kegiatan Manajemen Konstruksi dan
kegiatan perencanaan;

Penyusunan Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan
untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya
yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, serta;
Penyusunan surat perintah kerja/perjanjian kerja.

Pengelolaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas

)

Pengadaan Konsultan Pengawas;

Pengadaan Pemborong dan sub Pemborong;

Pengendalian kegiatan pengawasan;

Pengendalian kegiatan konstruksi dan penilaian atas
kemajuan tahap konstruksi;

Penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan
untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
Penerimaan bangunan yang telah selesai dari pemborong
dengan berita acara.

F. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung daerah ialah
anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa
DPA-SKPD atau bentuk dokumen rencana anggaran lainnya yang
dapat terdiri dari komponen biaya konstruksi fisik, biaya
manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan konstruksi
dan biaya pengelolaan kegiatan sesuai kebutuhan riil.
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1. Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai
pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung daerah yang
dilaksanakan oleh pemborong secara kontraktual dari hasil
pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung atau
dengan cara swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku

Penggunaan biaya konstruksi fisik diatur sebagai berikut :

a. Biaya konstruksi fisik dibebankan pada biaya untuk komponen
kegiatan konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.

b. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar
dapat dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan
gedung negara/daerah dengan standar harga satuan per m?
tertinggi yang berlaku.

c. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum
ada pedoman harga satuannya (non standar)dihitung dengan
rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi
Teknis setempat (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto).

d. Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan
yang bersangkutan maksimum sebesar biaya konstruksi yang
tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung
negara/daerah yang bersangkutan yang akan dicantumkan
dalam kontrak yang di dalamnya termasuk biaya untuk :

1) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga dan
alat).

2) Jasa dan Overhead pemborong.

3) ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang IMB-nya telah
mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan
konsultan perencana  konstruksi dan/atau konsultan
manajemen konstruksi.

4) Pajak dan iuran daerah lainnya, dan

5) Biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.

e. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dibayarkan secara
bulanan atau tahapan tertentu sesuai surat perjanjian yang
didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di
lapangan yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.

2. Biaya Manajemen Konstruksi.

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan manajemen  konstruksi pembangunan

bangunan gedung negara/daerah yang dilakukan oleh
konsultan manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil
pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

Penggunaan biaya manajemen konstruksi selanjutnya diatur

sebagai berikut :

a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk
komponen kegiatan manajemen konstruksi kegiatan yang
bersangkutan.

b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dapat
dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi
terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum
dalam Tabel B2 dan B3 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
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Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara) sesuai kemampuan
keuangan pemerintah daerah.

Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang-
bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan
ketentuan billing rate.

Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi
umum/langsung maupun penunjukan langsung pekerjaan yang
bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk
biaya untuk :

1) Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

2) Materi dan penggandaan laporan;

3) Pembelian dan/atau sewa peralatan,;

4) Sewa kendaraan;

5) Biaya rapat-rapat;

6) Perjalanan (dalam daerah dan/atau luar daerah);

7) Jasa dan over head manajemen konstruksi,

8) Asuransi/pertanggungan (liability insurance); dan/atau

9) Pajak dan iuran di daerah lainya.

Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada
prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan konstruksi fisik
di lapangan sesuai dengan kontrak/perjanjian antara Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penyedia jasa
manajemen konstruksi.

3. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk
membiayai perencanaan bangunan gedung negara/daerah yang
dilakukan oleh penyedia jasa perencana secara kontraktual dari
hasil seleksi umum/terbatas, penunjukan langsung atau seleksi
langsung. Besarnya biaya perencanaan dihitung berdasarkan nilai
total keseluruhan bangunan.

Penggunaan biaya perencanaan selanjutnya diatur sebagai berikut :

a.

b.

Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen
kegiatan perencanaan kegiatan yang bersangkutan.

Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dapat dihitung
berdasarkan prosentase biaya perencanaan konstruksi terhadap
nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam
Tabel Bl, B2 dan B3 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara) sesuai kemampuan
keuangan pemerintah daerah.

Biaya Perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya
langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate.

. Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil seleksi

umum/terbatas/langsung maupun penunjukan langsung
pekerjaan yang bersangkutan yang akan dicantumkan dalam
kontrak terdiri dari biaya yang diperuntukkan sebagaimana
diatur dalam Bab II huruf C angka 4c ketentuan ini.

Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian
prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya yang dibuat
oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan
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kontrak/perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK)
dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi.

4. Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk
membiayai pengawasan pembangunan gedung negara/daerah yang
dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual
dari hasil seleksi atau penunjukan langsung
Penggunaan biaya pengawasan selanjutnya diatur sebagai
berikut :

a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen
kegiatan pengawasan kegiatan yang bersangkutan,

b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dapat dihitung
berdasarkan prosentase biaya  pengawasan konstruksi
terhadap nilai konstruksi fisik bangunan yang tercantum
dalam Tabel B1 dan B2 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara) sesuai kemampuan
keuangan pemerintah daerah.

c. Biaya Pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya
langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate.

d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi maupun
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang akan
dicantumkan dalam kontrak, terdiri dari biaya yang
diperuntukkan sebagaimana diatur dalam Bab II huruf C angka
4c ketentuan ini.

e. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara
bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian
prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan atau
penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan yang dibuat oleh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

5. Biaya Pengelola Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan bangunan gedung
daerah.
Besaran biaya pengelolaan mengikuti ketentuan pada Bab II
huruf C angka 4a ketentuan ini.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

1. Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan
gedung negara/daerah dan prasarana lingkungan kabupaten
dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai dengan jenis konstruksi
yang direncanakan,;

2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat
dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa : bantuan
tenaga, bantuan informasi;

3. Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap
penerapan peraturan perundang-undangan  terkait dengan
penyelenggaraan pembangunan gedung daerah. Pengawas Teknis
mempunyai tugas mengendalikan kegiatan manajemen teknik
dalam pelaksanaan konstruksi dalam masa perencanaan
konstruksi, pelaksanaan konstruksi = dan pemeliharaan
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konstruksi sehingga didapat hasil pelaksanaan pekerjaan yang
sesuai dengan tujuan agar sumber daya yang tersedia dapat
dipergunakan secara efektif dan efisien.
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BAB V
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON FISIK

A. PRINSIP PENGADAAN

1.

Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan Kegiatan penelitian/
kajian/studi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau secara
swakelola;

.Dalam hal Kegiatan penelitian/kajian/studi yang dilaksanakan

secara swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (Perguruan Tinggi
atau Lembaga Penelitian/Illmiah Pemerintah) atau  Kelompok
Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat penerima  hibah
(Lembaga Pendidikan Swasta/Lembaga Penelitian/Ilmiah Non
Badan Usaha) diperlukan  Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Lembaga Perguruan Tinggi atau penerima hibah;

.Kegiatan penelitian/kajian/studi dapat dilaksanakan oleh OPD

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ATAU TERM OF REFERENCE
(TOR) DAN PROPOSAL
Untuk melaksanakan pekerjaan penelitian/kajian/studi diperlukan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) dan
Proposal dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau 7Term of Reference (TOR)
merupakan kerangka acuan penelitian/kajian/studi, disusun oleh
PPK ditetapkan oleh PA/KPA;

Pihak pelaksana kegiatan penelitian/kajian/studi menyusun

proposal sebagai penjabaran dari TOR;

Penyelesaian pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara

Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh penyedia jasa dan

PA/KPA kemudian dipemeriksa secara admnistratif oleh

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Tata cara pembayaran pekerjaan penelitian/kajian/studi, diatur

dalam perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara bertahap

(termin) atau langsung;

Apabila pelaksana penelitian/kajian/studi mengajukan uang

muka, maka uang muka dapat diberikan maksimum sebesar 30

% (tiga puluh per seratus) dari nilai kerjasama,;

OPD yang telah melaksanakan penelitian/kajian/studi supaya

melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Mojokerto

dalam bentuk Executive Summary, sedangkan Buku Laporan Hasil

Penelitian secara lengkap disampaikan kepada Kepala Bappeda

Kabupaten Mojokerto;

a. Bappeda Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas
menginventarisasikan seluruh hasil penelitian/kajian/studi
yang dilaksanakan OPD;

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Mojokerto mempunyai tugas menginventarisasi perkembangan
atau mutasi aset hasil penelitian/kajian/studi yang
dilaksanakan OPD.

Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi khususnya

penelitian, biaya perencanaan, pengawasan dan evaluasi diatur

sebagai berikut :

a. Dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) adalah < 20 % (sepuluh per seratus);
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Dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah ) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) adalah < 18 % (delapan per seratus);

Dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) adalah < 15 % (lima per seratus).

9. Dalam rangka penyerapan anggaran diperlukan :

a.

b.

Biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan

pekerjaan.

Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi :

1) Biaya perencanaan dan pengawasan dapat dibayar
dengan Uang Persediaan (UP);

2) Biaya pelaksanaannya dibayar dengan Beban Langsung
(LS).
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BAB VI
LAIN -LAIN

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian

atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada

pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan
kepada penyedia barang/jasa spesialis sesuai ketentuan Perundangan
yang berlaku.

Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai

kontrak di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa golongan usaha
kecil termasuk koperasi kecil yaitu dengan mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dengan ketentuan :

a. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur
dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna
Barang/Jasa;

b. Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; -

c. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada
kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk

dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila

terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu

pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum dimulainya pekerjaan fisik konstruksi, penyedia jasa

memasang sekurang-kurangnya 1 (satu) unit papan nama

proyek/pekerjaan dilokasi kegiatan dengan mengikuti spesifikasi
sebagaimana tersebut dalam Format 20 contoh Format Gambar dan

Spesifikasi Teknis Papan Proyek/Kegiatan Pekerjaan.

. Jangka waktu pertanggungan pekerjaan konstruksi dapat diatur

sebagai berikut :

a. Jangka waktu pertanggungan atas kegagalan bangunan ditentukan
sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan
maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak penyerahan akhir konstruksi;

b. Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas
dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan serta disepakati
dalam kontrak kerja konstruksi;

c. Jangka waktu pertanggungan atas kegagalan bangunan harus
dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara kontraktual

dengan pihak penyedia jasa dengan masa pelaksanaan pekerjaan lebih

dari 12 (dua belas) bulan kalender apabila terdapat kenaikan harga
yang secara teknis konstruksi dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan

Pengguna Anggaran dapat melaksanakan ekskalasi harga setelah

mendapatkan masukan dari konsultan pengawas dan/atau konsultan

perencana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. Atas usul PPK, PA dapat membentuk panitia/pejabat peneliti

pelaksanaan Kontrak.
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Berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
dituangkan dalam perjanjian, para pihak harus memperhatikan batas
akhir pengajuan SPM-LS sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh Format Penandatanganan Surat Pesanan/Surat Perintah
Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perjanjian Pengadaan/Surat
Perjanjian Pemborongan sebagaimana tersebut dalam Format 21.

. Contoh Format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana tersebut dalam

Format 22.

Contoh Format Reviu Atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari pokja
Pemilihan /Pejabat Pengadaan tersebut dalam Format 23.

Contoh Format Berita Acara Penilaian Kinerja Tenaga Non PNS tersebut
dalam Format 24.

Pendelegasian wewenang Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan laporan keuangan daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta
memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Penyusunan
Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penandatanganan Berita Acara
Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan Akhir, Berita Acara Pembayaran Angsuran, Surat
Pesanan/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja/Surat
Perjanjian Pengadaan/Surat Perjanjian Pemborongan, di Sekretariat
Daerah dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).



15. Contoh Format — format :
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TIME LINE TAHAPAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN Tabel 1
PAKET BARANG/JASA LAINNYA/ PEKERJAAN KONSTRUKSI TELAH MEMILIKI GAMBAR KONSTRUKSI
No Tahapan/Waktu Desember | Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tanfafov) 1 Iy v ) IV 1f ) iv) T ufrv| 1) I Ivi 1[IV 1 mjumv| 1) DOV 1 mjun i) 1 Im{urfv) o) mjarmvy] 1| I|ijiv
1 2 3|l4|5|6|7|8|9|10[11]12]|13|14[15|16|17|18]19[20(21(22]|23|24|25[26(27|28]|29(30|31[32[33|34|35[36(37(38|39|40]|41|42[43[44|45|46|47[48|49(50(51]|52|53|54
1|Persetujuan RAPBD
2|Evaluasi Gubernur
3|Pengesahan APBD
4|Penandatanganan DPA
5|Penyusunan KAK
6|Input RUP
7|Tender (* 25 Hari Kerja)
8|Tender Ulang (+ 25 Hari

Kerja)

o]

Seleksi Pengawasan
Konstruksi (* 45 Hari
Kerja)

10

Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan Konstruksi
dan Pengawasan
Konstruksi

1h)

Serah Terima Pekerjaan

Guna tertib Pengelolaan Kegiatan Konstruksi, maka OPD dapat mempedomani Time Line Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Paket Pekerjaan Konstruksi Telah

Memiliki Gambar Teknis Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini
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TIME LINE TAHAPAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN Tabel 2
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI BELUM MEMILIKI GAMBAR PEKERJAAN KONSTRUKSI
No TabapanWaktu Desember | Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Tnnfovf oo v oV T ivy 1 mmfivy o) v 1) W vy 1| ufvy 1| r{mjarpv| o|ajimiv IO IV| T | II| I IV
1 2 3l4|5|6]|7|8[9]10[11]12]|13|14|15|16|17|18[19(20|21|22[23|24(25(26|27|28[|29|30{31(32|33|34|35|36(37|38|39|40(41|42[43(44|45|46|47|48[49|50|51|52|53|54
1| Persetujuan RAPBD
2|Evaluasi Gubernur
3|Pengesahan APBD
4|Penandatanganan DPA
5[Penyusunan KAK
6|Input RUP

Seleksi Perencanaan
Konstruksi (+ 45 Hari
Kerja)

Pelaksanaan Kontrak
Perencanaan
Konstruksi

Tender (+ 25 Hari Kerja)

Tender Ulang (+ 25 Hari
Kerja)

11

Seleksi Pengawasan
Konstruksi (+ 45 Hari
Kerja)

12

Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan
Konstruksi dan
Pengawasan Konstruksi

13

Serah Terima Pekerjaan

Guna tertib Pengelolaan Kegiatan Konstruksi, maka OPD dapat mempedomani Time Line Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Paket Pekerjaan Konstruksi Belum

Memiliki Gambar Teknis Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran......

Peraturan Bupati ini



TABEL TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK KONTRUKSI MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

NOMOR 1 2 -3 4 S
TAHAPAR PERBHCANAAN PERSIAPAN PENGDN PELAKSAMAAN PENGADAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PERGADAAK
PEHGADAAN JASA KONSULTANSI JASA KOUSULTANS! PERENCANAAN PBENGADAAR BARANG/JASA KONTRUKSI
PBREHCANAAN/ BARANG/JASA
PEHGAWASAN PROSES PROSES PROSBES PROSES PROSES PEMBRIKSAAN | PENCAIRAN | PENILAIAN] KONTRUKS) PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES PEMBRIKSAAN | PBNCAIRAN | PENILAIAN
PBRGADAAN KONTRAK PELAKSANAAN PENERIMAAN PENYERAHAN | ADMNISTRATIF { ARGGARAN| KINERJA PERGADAAN KONTRAK PELAKSANAAN PENBRIMAAN PENYERAHAN ANGGARAN| KINBRJA
KEGIATAH HASIL PBK HASIL PEK KEGIATAN HASIL PBK HASIL PEK
PRLAKSANA | KBPALA DINAS/ PA UPBJ PPK PENYEDIA PPK PA Bj{P PHP PPK FA PA uPBJ PPK PENYBDIA PPK PA Pj/P PHP PPK PA
PA PPK POKJA PEMILIHAN |PBRYEDIA PPK PENYEDIA PPK PA PPTK PPK PPK POKJA PEMILIHAN PENYEDIA KONS FEHGAWAS KONS PENGAWAS {PPK PA PPTK PPK
Fjbt PERGADAAN PPTK PPK PAJKPA TENAGA AHL! Pjbt PENGADAAN TEHAGA AHLI/  {PPK 'TIM AHLL PPK PAJKPA
TIM TBKHIS Penyedia BPP/BP PEIDAMPINGAN {PPTK 'TIM PENDAMPINGAN Penyedia BPP/BP
DIRBKSI LAPAHGAR | TIM TEKHIS
'TENAGA AHLI
TIM TEKNIS
OUTPUT/ 1. KUA-PPAS 1. Dok REVIU KAK 1. Tanyang LPSE 1. SPPBJ 1. Laporan Pendahutuan | 1. BA Serah Terims 1. BA Penyerahaq 1, BA Pemerikzaan |1, 8PPLS  |[1. Lembar]1. Dok REVIU KAK | 1. Tanyang LPSE 1. SPPBJ 1. Hesil Pekerjasn 1. BA Hasil 1. BA Penycrahan) 1, BA ik 1.SPPLS |1, Llember
DOKUMERN/ |2. RKA 2. Dok KAK 2. F P 2. KONTRAK |2. Laporan Akhir, terdiri § Hasil Pekerjaann  |{BAPHF) Administrasi Hasil Penilaian |2. Dok KAK 2. Penetepan Pemenang |2, KONTRAK 2. Addend F i (BAHE Hasil P i Hasil Penileian
3. Jadwal Pengadaan|3. HPS 3. Pengumuman 3. SPMK a. Gbr Perencanaan {BAST) Pekerjaan 3. HPS 3. Pengumuman 3. 8PMK 3. BA Rapat/Koords |2. BA Serah Terimal (BAPHP) Pekesjsan
4.RUP 4. DRAFT KONTRAK  |Pemenang b. Spektek 4. DRAFT KONTRAK |Pemenang 4. Laporan MC 0%  |{BAST)
5. KAK/SPEKTBK 4. BA Hsl Pelelangan c. RAB 4. BA Hsl Pelelangan S, Laporen MC 100%
6. SK PPK Gagel d. BQ Cagal 6. Asbuild drawing
7. SK PPTK 3. Data Pendukung lainnya 7. Laporan Harian
8. 8K DIRBKS] LAPAKGAN {eebagai kontrak) 8, Laporan Mingguan
9. SK Pjbt PENOADAAN 9, Lembar caistensi 9. Laporan bulanan
10, SK PPHP 5. BA hasil pemerikeann 10. Buku Laporan lainnya
11. 5K TIM TEKNIS (BAKP) 11. Data pendukung lainnya
12, SK TIM AHLI} 12. Dokumentesi
PENDAMPINGAN (foto dan surat-surat)
13. BA Rapat Konsolidasi
PELAKSANAAN PERGADAAN
JASA KONSULTANS! PRRGAWASAN
1. Tanyang LPSE 1. SFPBJ 1. Laporan Pendahuluen | 1. BA Scrah Terime 1. BA Penyerahag 1. BA Pemicriksean |1, SPPLS |1, Lembar
2.F Pe 2. KONTRAK |2. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan | (BAPHP) Administresi Hasil Penilaian
3. Pengumuman 3. SPNK 3, Data Pendukung lainm{ (BAST) Pekerjaan
Pemenang {sebegaimana kontrak)
4. BA Hsl Pelelangan 4. BA hasil pemeriksaan
Gegal [BARP)
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Tabel 4
TABEL TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA
Nomor 1 2 3 4 5
Persiapan Pelaksanaan
P Penilaian Hasil .
Tahapan erencanaan Proses Pengadaan Bahan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pencairan Anggaran
Data DPA RUP KAK Material dan Tenaga Bahan dan Tenaga Pelaksanaan
Kerja/ Upah Kerja/Upah
Pelaksana | 1. Laporan Masyarakat 1. Tim Perencana 1. PA/PPK/KPA PA/PPK/KPA 1. Tim Pelaksana SKPD 1. Tim Pengawas 1. PA/KPA/PPK
(Desa, Kecamatan atau 2. PPTK 2. ULP/Pejabat Pengadaan 2. Tim Pengawas SKPD [2. Tim Pelaksana |2. PPTK
Perseorangan) 3. PPK/KPA 3. Tenaga Kerja (Bulanan |3. PPHP 3. PPK SKPD
PA PA/KPA/ PPK |- Pendampingan/ dan Satuan) 4. PPTK 4. BENDAHARA
Narasumber (MoU) 4. PPTK S. PPK/KPA PENGELUARAN/BP
2. Laporan Staf SKPD PEMBANTU
Output 1. Surat Masuk DPA, RUP KAK dan PO |1. Hasil survey lapangan |1. HPS, Draft Rancangan |Kontrak - Laporan Volume - Laporan - Kontrak
Dokumen/ |Terkait Laporan Kondisi | Upload di Portal (Bila terkait kondisi kerusakan, [Kontrak Bahan. Pelaksanaan '- BA PPHP
Naskah Kerusakan dan Disposisi LPSE Diperlukan) 2. Gambar rencana 2 Pengumuman - Laporan Kegiatan/ Bahan dan Tenaga |'- Pajak (Bahan)
Surat penanganan, Pengadaan sampai dengan Pelaksanaan Tenaga Kerja '- SPP (Bahan)
2. Data Hasil Survey 3. Enginer Estimate (EE)/ |Pengumuman Hasil Kontrak. - BA. PPHP '- SPM (Bahan)
Kondisi Awal Rencana Anggaran Biaya |Pengadaan
(RAB), Bill of Quantity
(BQ)




PA

. KUA-PPAS

RKA

. Jadwal Pengadaan
RUP

KAK

. SK PPK

SK PPTK

. SK Pjbt PENGADAAN

. SK PPHP

10. SK TIM TEKNIS

11. SK TIM AHLI/
PENDAMPINGAN

12, BA Rapat Konsolidasi
(8 ; 10-12 apabila diperlukan)

RN

PPK

1. Dok REVIU KAK
2. Dok KAK

3. HPS

4. DRAFT KONTRAK
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BAGAN ALUR TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

[ Penyedia __|d=mm PPK

Perbaikan admnistratif

PA/KPA

Proses pencairan

PPK melakukan reviu atas laporan hasil
pemilihan, untuk memastikan :
a. Proses pemilihan sudah dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan
b. Calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan kontrak

Bagan Alur 1

PA PPK + PENYEDIA
AR e BA Serah Terima (BAST)
Pekerjaan

(BAPHP)

TIM TEKNIS
BA hasil pemeriksaan

(BAHP)

PPK + PENYEDIA

KONTRAK

|

Pelelangan Gagal
Berita Acara

Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang

| _ITidak
v PA PPHP/ e
ibt PHP
— BA Pemeriksaan Ya
Administratif
PPK PPK
Y;' MENYETUJUI — SPPEy | -
Ti}h PPK
TIDAK MENYETUJUI
l Ya

PA

Tidak®

A

PROSES PENGADAAN

M Pengadaan Langsung -->

Seleksi / =
Penunjukan Langsung

Pjbt PENGADAAN < 100jt

POKJA PEMILIHAN > 100jt

l' Tidak

Pokja Pemilihan --> evaluasi ulang ;
enawaran ulang ; tender ulang

a. rapat persiapan pelaks

membahas :

- pemutakhiran rencana
kerja

- renc penilaian kinerja

- jdwal pelaporan

- tatacara pelaporan/
hasil pengadaan

b. pengendalian kontrak

bersama PPTK

HASIL PEKERJAAN

1. Laporan Pendahuluan

2. Laporan Akhir, terdiri :

a. Gbr Perencanaan

b. Spektek

c. RAB

d. BQ

3. Data Pendukung lainnya
(sebagaimana kontrak)

4. Lembar asistensi (SKPD Teknis)




PA

BAGAN ALUR TAHAPAN PENGADAAN BARANG/ JASA KONTRUKSI

. KUA-PPAS

RKA

Jadwal Pengadaan
RUP

. Spesifikasi Teknis

SK PPK

. SK PPTK

. SK Pjbt PENGADAAN

. SK PPHP

10. SK TIM TEKNIS

11. SK TIM AHLI/
PENDAMPINGAN

12. BA Rapat Konsolidasi
(8 ; 10-12 apabila diperlukan]

CENoOELL -

| = PPK

Penyedia

Bagan Alur 2

|

Perbaikan admnistratif

PA/KPA

Proses pencairan

PPK melakukan reviu atas laporan hasil
pemilihan, untuk memastikan :
a. Proses pemilihan sudah dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan
b. Calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan kontrak

s [PPK

Ya/ MENYETUJUI SPPBJ

\ PPK

|

TIDAK MENYETUJUI

|

KONSULTAN PERENCANA'

Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang

Pelelangan Gagal
Berita Acara

PA |

1. Dok Spesifikasi Teknis
2. Dok Gambar

Tidak &

i

3. Dok RAB

PPK

PROSES PENGADAAN
Pengadaan Langsung --> Pjbt PENGADAAN < 200jt

Seleksi /[ --> POKJA PEMILIHAN > 200jt
Penunjukan Langsung

l Tidak

verifikasi tertulis ke penerbit
jaminan

Tidak
PA ] [PPHP/ PA PPK + PENYEDIA
Pjbt PHP BA Penyerahan Hasil BA Serah Terima
Ya Pekerjaan (BAST) |
A BA Pemeriksaan (BAPHP)
Administratif
Tim Teknis + Tenaga Ahli +
Konsultan Pengawas
PPK PPK BA Hasil Pemeriksaan

(BAHP)

|

1

PPK + PENYEDIA

KONTRAK

s Pokja Pemilihan --> evaluasi ulang ;
penawaran ulang ; tender ulang

4. Dok BQ

1. Dok Spesifikasi Teknis
2. Dok Gambar

3. HPS

4. DRAFT KONTRAK

a. BA serah terima lokasi
pekerjaan

b. Rapat persiapan pelaks

membahas :

- program mutu ( organisasi
pelks + prosedur + pelaks)

- reviu kontrak

- pemutakhiran renc

- rev renc penilaian kinerja

- diskusi tatacara

- klarf rene koordinasi

b. pengendalian kontrak

bersama PPTK + direksi lap

HASIL PEKERJAAN

oUW~

. Pembangunan sesuai kontrak

. Addendum kontrak

. Lap. harian/ mingguan/bulanan
. Lap MC 0% + 100%

. Asbuild drawing

. Foto dokumentasi




PA
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BAGAN ALUR TAHAPAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

. KUA-PPAS |

| dmm

Penyedia PPK

RKA

Jadwal Pengadaan
RUP

KAK

SK PPK

. SK PPTK

. SK Pjbt PENGADAAN

==

Perbaikan admnistratif

PA/KPA

S

Proses pencairan

D@00 GD

. SK PPHP

10. SK TIM TEKNIS

11. SK TIM AHLIL/
PENDAMPINGAN

12. BA Rapat Konsolidasi

(8 ; 10-12 apabila diperlukan)

PPK melakukan reviu atas laporan hasil
pemilihan, untuk memastikan :
a.  Proses pemilihan sudah dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan
b. Calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan kontrak

Ya/

|

PPK

Pelelangan Gagal
Berita Acara

Penetapan Pemenang
Pengumuman Pemenang

1. Dok REVIU KAK
2. Dok KAK
3. HPS

Tidak®

P

4. DRAFT KONTRAK

e |

PROSES PENGADAAN
Pengadaan Langsung --> Pjbt PENGADAAN < 100jt

Seleksi / o
Penunjukan Langsung

POKJA PEMILIHAN > 100jt

Bagan Alur 3

PPK + PENYEDIA

BA Serah Terima
(BAST)

TIM TEKNIS
BA hasil pemeriksaan

BAHP)

| ITidak
PA PPHP/ ] PA
Pjbt PHP BA Penyerahan Hasil
Ya Pekerjaan
BA Pemeriksaan (BAPHP)
Administratif
PPK s PPK pR— PPK + PENYEDIA
MENYETUJUI SPPBJ KONTRAK
a. rapat persiapan pelaks
membahas :
PPK - pemutakhiran rencana
TIDAK MENYETUJUI kerja
- renc penilaian kinerja
l - jdwal pelaporan
Ya - tatacara pelaporan/

PA

]

l Tidak

Pokja Pemilihan --> evaluasi ulang ;
penawaran ulang ; tender ulang

hasil pengadaan
b. pengendalian kontrak
bersama PPTK

HASIL PEKERJAAN

1. Laporan Pendahuluan

2. Laporan Akhir, terdiri :

a. Gbr Asbuild

b. MC 0%

c. MC 100%

d. Laporan harian, mingguan, bulanan
3. Data Pendukung lainnya
(sebagaimana kontrak)
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Bagan Alur 4
BAGAN ALUR TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA
rLaporan masyarakat ] > PA
Laporan Staf SKPD l KAK dan PO
(bila diperlukan)
/ ~ / PROSES PENGADAAN \
l PERENCANAAN PPK - Pengadaan Langsung
- Gambar Perencanaan - HPS Bahan (Pejabat Pengadaan)
PPK - RAB/EE (Bahan dan Upah) — [_ HPS Upan - Lelang (ULP)
- KAK - Tim Perencana
- Draft Kontrak )
/ PENCAIRAN \
- PPTK PENYEDIA BARANG )
- Bendahara Pengeluaran/ PPEp Kontrak Kontrak Penyedia
Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pemeriksaan Kuantitas dan ontr . Y
- PPK SKPD Kualitas Barang Barang (Material) dengan PPK |
dan KPA/PA
- PA/KPA

- J J

( N\ ( PENYEDIA JASA )
PENCAIRAN - Kontrak/Kesepakatan Kerja (Upah) dengan
- PPTK PPHP PPK dan KPA/PA secara harian, mingguan
- Bendahara Pengeluaran / - Pemeriksaan Volume , atau bulanan berdasarkan daftar hadir.
Bendahara Pengeluaran Pembantu Terpasang - Kontrak/Kesepakatan Kerja (Upah) dengan [«
- PPK SKPD PPK dan KPA/PA borongan tanpa daftar
- PA/KPA

\ / K hadir. /
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LEMBAR ASISTENSI

PD D et
Surat Permohonan PD : Tanggal Nomor

Nama Kegiatan PSPPI

No. Tanggal Masukan/Saran Paraf

Dengan ini telah dilakukan asistensi terhadap gambar perencanaan sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Staf Teknis *

Kasi Teknis *

Kabid. Teknis *

Catatan : *) sesuai dengan Bidang Perangkat Daerah yang menangani
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LEMBAR VERIFIKASI PERENCANAAN

PD D eterecercrerrececnenesains
Kegiatan D e
Pekerjaan D reererreereeneeieaenns
Lokasi D ereeceeeieeerreeenesnenns
Sumber Dana D eeeeereeernrreeraeeaaaes
Tahun Anggaran D rrerereieeeeeeeeeieenees
Surat Permohonan PD D reteerneneneenneenenns

Dengan ini telah dilakukan verifikasi terhadap gambar perencanaan.

MOjJOKerto, ....ccceeueenreiinceniennnne. 20...

mP“A DmAs B 00 0000000000000 5000000000000 000
KABUPATEN MOJOKERTO

N AMA
PANGKAT
NIP.
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| FORMAT 4 |

DAFTAR : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20....

NAMA PD ....ccovvvrvvvnnnnninnns
BAGIAN BULAN ......cccvvrvivnnnee 20....
REALISASI (Rp.) PERSENTASE
NAMA KEGIATAN DANA KONTRAK SISA DANA PELAKSANA KETERANGAN
S/D BLN LALU | S/D BLN INI JUMLAH KEU FISIK
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mojokerto, ............... 20...
Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran Kepala PD
NAMA NAMA
PANGKAT PANGKAT

NIP. NIP.
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Format S5

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPAIA ......... (Nama PD) KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188/ /416~ .... (Nomor Kode PD)/20......
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ........ (NAMA ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

KEPALA ...... (Nama OPD),

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pada ...... (Nama Perangkat Daerah) perlu menetapkan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat
Komitmen ....... (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto
Kegiatan Tahun Anggaran 20..;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 201..
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Menetapkan :

KESATU

KEDUA
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Anggaran 201.. (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
201.. Nomor);

'Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.. tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201..
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201..

Nomor };

13

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen  ............ (Nama
Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 20....
sebagai berikut:

Nama D eeeeeeeeens

NIP. D vereeeenee

Jabatan dalam Unit/

Perangkat Daerah D

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun perencanaan pengadaan,;

Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka Acuan Kerja (KAK);
Menetapkan rancangan kontrak

Menetapkan HPS;

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia;

o a0 o

Mengusulkan jadwal perubahan jadwal kegiatan;
Menetapkan tim pendukung;

5o

. Menetapkan tim atau tenaga ahli;

Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas
Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

Menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. Mengendalikan kontrak;

1. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/KPA

m. Melakukan pemeriksaan terhadap Dbarang/jasa yang
diserahkan;

n. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

-t
.

.

0. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

p- Menilai kinerja penyedia.
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Selain  tugas sebagaimana dimaksud diatas, PPK

melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA

meliputi :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b. Mengadakan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat
diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala (Nama
PD) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20...

Keputusan Kepala (Nama PD) ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala ...... (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto,

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 6
KOP NASKAH DINAS OPD
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH/KEPAIA .......... (Nama PD)
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ JHK/416-....... (Nomor Kode LOKASI)/20.....

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA ...........

(Nama PD) TAHUN ANGGARAN 20.....

SEKRETARIS DAERAH/KEPALA ........... (Nama PD)

KABUPATEN MOJOKERTO/PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah/Kepala ...........
(Nama PD) tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan pada ........... (Nama PD) Tahun Anggaran 20.....;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor .....
Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20...;

12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

13. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 20... tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20...;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sekretariat Daerah/(Nama PD) Tahun Anggaran 20...
dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Daerah/Kepala ........... (Nama PD) ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan;

d. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah/Kepala ........... (Nama PD) ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20....

Keputusan Sekretaris Daerah/Kepala .......... (Nama PD) ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

KEPAILA ........... (Nama PD)
KABUPATEN MOJOKERTO,

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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LAMPIRAN KEPUTUSAN ........... (NAMA PD)
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/  /HK/416-..../20...
TANGGAL
DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA ........... (Nama PD) TAHUN ANGGARAN 20...
JABATAN DALAM
NO. | NAMA/NIP/PANGKAT UNIT KERJA UNIT KERJA/BAGIAN KEGIATAN
1 2 3 4 5
) S e e 1. .l
2. e,
3.
KEPAIA ........... (Nama PD)

KABUPATEN MOJOKERTO,

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 7

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPAIA .......... (Nama PD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416- ...... (Nomor Kode PD)/20..
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ............... (NAMA

PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

KEPAIA ......... (Nama SKPD),

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, guna kelancaran pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pada........ (Nama Perangkat Daerah)
perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
tentang Pembentukan Tim Teknis .......... (Nama Perangkat

Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 20..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat [l Surabaya;

N

3. Konstruksi;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto = Nomot

Tahun 201.. tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201.. (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201.. Nomor };
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.. tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 201.. (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 201.. Nomor );
MEMUTUSKAN :
Membentuk Tim Teknis ............ (Nama Perangkat
Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 20..
sebagai berikut:
1. Nama D
NIP. D,
Jabatan Kepanitiaan : Ketua
Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah D
2. Nama D reneneeees
NIP. D ereeeeeees
Jabatan Kepanitiaan : Sekretaris
Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah D,
3. Nama D eeeeeenee
NIP. D rerereenes
Jabatan Kepanitiaan : Anggota
Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah D eeeeaee.
4. Dst.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

b.

Atas permintaan PPK melakukan pemeriksaan atas
hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa ;

Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan
saran atas pekerjaan pengadaan barang/jasa
kepada PPK ;

Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan (BAHP), yang digunakan oleh PPK
sebagai bahan pertimbangan dalam proses
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pembayaran termin dan atau serah terima hasil
pekerjaan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat
diberikan honorarium sesuai dengan peraturan

KEEMPAT perundang-undangan.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan

Kepala (Nama PD) ini dibebankan pada Anggaran

KELIMA . Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
" 201...

Keputusan Kepala (Nama PD) ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala ....... (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 8

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPAIA .......... (Nama PD) KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188/ /416- ...... (Nomor Kode PD)/20..
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/TENAGA PENDUKUNG ............... (NAMA

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

KEPAIA ......... (Nama SKPD),

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, guna kelancaran pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pada........ (Nama Perangkat Daerah)
perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
tentang Pembentukan Tim Teknis .......... (Nama Perangkat
Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 20..;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
3. Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10.

[\
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
12. Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto  Nomot
13. Tahun 201.. tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201.. (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201.. Nomor );

Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.. tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 201.. (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 201.. Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :  Membentuk Tenaga Pendukung ............ (Nama
Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun
Anggaran 20.. sebagai berikut:

1. Nama Deereneneans
NIP. D eeeeenees
Jabatan : Tenaga Pendukung

KEDUA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Membantu PPK dalam menyiapkan administrasi
proyek dan administrasi keuangan dalam proses
pencairan anggaran ;

KETIGA : Tenaga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat
diberikan honorarium sesuai dengan peraturan

KEEMPAT perundang-undangan.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan
Kepala (Nama PD) ini dibebankan pada Anggaran
KELIMA . Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20...

Keputusan Kepala (Nama PD) ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala ....... (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 9

KOP NASKAH DINAS PD

KEPUTUSAN KEPAIA ........ (Nama PD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416- .... (Nomor Kode PD)/20..
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA ............ (Nama

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 9
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , guna kelancaran
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada ....... (Nama
Perangkat Daerah) perlu menetapkan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa ....... (Nama  Perangkat Daerah) Kabupaten
Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 201..;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
3. Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

11.
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
12.2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
Tahun 201.. tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201.. (Lembaran
13, Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201.. Nomor );
Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.. tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201.. (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 201.. Nomor );
MEMUTUSKAN :

Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ............
(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun
Anggaran 20.. sebagai berikut:

Nama D ereneeeneas

NIP. D eerieenees

Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

............

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pengadaan langsung;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
penunjukan langsung untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus
juta rupiah)

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
penunjukan langsung untuk pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.
100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); dan

d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

e. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa
kepada PPK;

f. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PA/KPA;

g. Membuat laporan mengenai proses pengadaan dan
hasil pengadaan kepada PA/KPA
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h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala
(Nama PD) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20...

Keputusan Kepala (Nama PD) ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala ...... (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 10

KOP NASKAH DINAS PD

KEPUTUSAN KEPAIA .......... (Nama PD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416~ ...... (Nomor Kode PD)/20..
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN ................ (NAMA

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

KEPAIA ......... (Nama PD),

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pada ....... (Nama Perangkat Daerah) perlu
menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan .......... (Nama

Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 20..;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 201..
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

N
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Anggaran 201.. (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokertc
Tahun 201.. Nomor );

Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.. tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
201.. (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201..
Nomor );

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ............
(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun
Anggaran 20.. sebagai berikut:

1

4.

. Nama D reerieienans

NIP. D eeeeneenens
Jabatan Kepanitiaan : Ketua

Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah D

. Nama D eereneeen

NIP. D
Jabatan Kepanitiaan : Sekretaris

Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah Devereeenens

. Nama D reeeeeens

NIP. D
Jabatan Kepanitiaan : Anggota

Jabatan dalam Unit/
Perangkat Daerah D reereeeeees

Dst.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang paling
sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas
Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

. Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan meliputi

dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK,
dokumen  perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP,
dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan
penyedia, dokumen kontrak dan perubahan serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil
pekerjaan,

. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan

ketidak sesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan pejabat penandatanganan kontrak untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif;
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d. Membuat dan menandatngani Berita Acara Pemeriksaan
Administrasi Hasil Pekerjaan;

Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat
diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala

(Nama PD) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201...

Keputusan Kepala (Nama PD) ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala ...... (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 11

KOP NASKAH DINAS PD

KEPUTUSAN KEPAIA .......... (Nama PD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416- ........ (Nomor Kode PD)/20..
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN ..............

(NAMA

PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA ........ (Nama PD),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Presidlen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah , guna kelancaran pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pada ...... (Nama Perangkat Daerah)
perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Mengingat

(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto

Kegiatan Tahun Anggaran 2018;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya,;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
10. 2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

11.2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah,;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
Tahun 201.. tentang Anggaran Pendapatan dan

13. Belanja Daerah Tahun Anggaran 201.. (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201.. Nomor
);

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
............ (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten
Mojokerto Tahun Anggaran 20 sebagai berikut:

Nama

NIP. D eeereeeeens

Jabatan dalam Unit/

Perangkat Daerah D eeeeeaes

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

a. PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua
ratus juta rupiah) dan jasa konsultasni yang berniali
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta
rupiah)

b. Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan meliputi
dokumen program/penganggaran, surat penetapan
PPK, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan,
dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan
perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen
serah terima hasil pekerjaan

C. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk memperbaiki dan/atas melengkapi
kekurangan dokumen administratif

d. Membuat dan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan
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Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat
diberikan honorarium sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan
Kepala (Nama PD) ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
201...

Keputusan Kepala (Nama PD) ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

Kepala ...... (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto

NAMA
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)
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Format 12.A

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)
NOMOR ooooooooo/ooooo-oooou/416‘000/20.0...

Pada hari ini ................. tanggal ................... bulan .......... tahun
.......... , kami yang bertandatangan di bawah ini antara lain :
CV/PT ............... di alamat ................ selaku Konsultan Pengawas
berdasarkan Surat Perjanjian Tanggal ...... Nomor ......
Tim Ahli berdasarkan MOU ........ Tanggal ...... Nomor ........ terdiri dari :
Lo
2 e,
3 s
Tim Pendampingan berdasarkan Surat Tugas ........ Tanggal ...... Nomor
..... terdiri dari :
Lo
20 e,
3
Tim Teknis berdasarkan Surat Kepala ............ (Nama PD) Tanggal ......
Nomor ........ terdiri dari :
Lo : KETUA
2 i, : SEKRETARIS
3 e : ANGGOTA
L S : ANGGOTA
S e : ANGGOTA
Menindaklanjuti permintaan PPK dalam Nota Dinas Tanggal ......
Nomor ........ dilakukan pemeriksaan pada :

Nama Kegiatan
Pekerjaan

Lokasi

Nomor Kontrak
Nomor Adddendum
Nilai Kontrak

Nilai Addendum
Pelaksana

Hasil Pemeriksaan

.................................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

........................

........................
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Kesimpulan :
Pekerjaan ................... (sesuai / belum sesuai) dengan ketentuan didalam
dokumen kontrak, dan disarankan untuk (diproses lebih lanjut / dilengkapi
kekurangan).

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap

....... (.........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA
Penyedia Barang/Jasa KONTRUKSI/KONSULTANSI
CV./PT. ............
1. NAMA Deeeenens
Tandatangan : .........
NAMA TERANG 2. NAMA Deveeneens
Direktur Tandatangan : .........
3. NAMA D eerenenns
Konsultan Pengawas Tandatangan : .........
CV. i, 4. NAMA D ereneens
Tandatangan : .........
5. NAMA D eeeeees
NAMA TERANG Tandatangan : .........
Direktur
Tim Ahli (apabila ada)
NAMA TERANG

TIM PENDAMPINGAN
(apabila ada)

1. NAMA D veeneens
Tandatangan :.........
2. NAMA D veeeeens
Tandatangan : .........
3. NAMA D reeeen
Tandatangan :.........
4. NAMA Deeereeens
Tandatangan : .........
5. NAMA D eereeenen
Tandatangan : .........
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LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)
NOMOR: .../.../416-.../20.. Ttanggal ......... Bulan ......... Tahun

DAFTAR KEMAJUAN PEKERJAAN

ooooooooo

Kegiatan = ...
Pekerjaan =
Harga Harga Harea
No.| Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Volume | Satuan Total S elegai
Kontrak | Terpasa (Rp.) (Rp.) Rp.)
/add ng P-
Jumlah
Angsuran ke ......... (coeoee. «.) dibayar RP. .c.ccccevececesncescsescccscsssscasss
Terbilang : ('..O.l..0.....‘...0.000‘..".. ......... V0000000080000 000000000000000000000000000000000000000000000 ).

Penyedia Barang/Jasa

Konsultan Pengawas

NAMA TERANG NAMA TERANG
Direktur Direktur
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Format 12. B

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)
NOMOR .........[.ccce0ee.../416-000/20.....

Pada hari ini ................. tanggal ............ce.... bulan .......... tahun

Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti permintaan penyedia
CV/PT .............. di alamat ................ selaku Penyedia ......... berdasarkan
Surat Perjanjian Tanggal ...... Nomor ...... dilakukan pemeriksaan pada :

Nama Kegiatan
Pekerjaan

Nomor Kontrak
Nomor Adddendum
Nilai Kontrak

Nilai Addendum
Pelaksana

Hasil Pemeriksaan

Kesimpulan :

Pekerjaan ................... (sesuai / belum sesuai) dengan ketentuan didalam
dokumen kontrak, dan disarankan untuk (diproses lebih lanjut / dilengkapi
kekurangan).

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap
....... (-..--....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Penyedia Barang/Jasa
CV./PT. ............

NAMA PEJABAT
NAMA TERANG Pangkat
Direktur NIP.
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LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)
NOMOR: .../.../416-.../20.. Ttanggal ......... Bulan ......... Tahun .........

DAFTAR KEMAJUAN PEKERJAAN
Kegiatan

Pekerjaan

.............................

............................

Harga Harga Harea
No.| Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Volume | Satuan Total Sel egai
Kontrak | ........... Rp.) (Rp.) (Rp.)
/add )
Jumlah
dibayar RP. .ccccccccecreccirenenasnnannecnennns
Terbilang : (c.cccceuiieuienieenienieeirenreceeiteectetsessecsssssensaesssssssscsassasssnssonscane ceceses )-

Penyedia Barang/Jasa

NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat

NIP.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
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Format 13.A
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor : ....... J /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama H PP PP

NIP. D ettt eeteieeeaeeiee e aeeieraaaaaaa

Pangkat/Gol. : ...,

Jabatan : Kepala PD selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor : ........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiieeeene,
Yang selanjutnya disebut PFTHAK PERTAMA
II. Nama PPN

Jabatan : Direktur PT./CV. ..................

Alamat Kantor : .......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieene,

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang pertama;

- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya .................. hari kalender
terhitung tanggal ................... sampai dengan Serah Terima II
Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum mengajukan
Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih bertanggung
jawab untuk perbaikan-perbaikan atas kerusakan tersembunyi
ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Kepala PD selaku PPK
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat

NIP.
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Format 13.B
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor : ....... [oeerenn /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama ettt eeaeaaes

NIP. et et e n e aaaas

Pangkat/Gol. : ..o,

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor : .......ccccoccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinine,
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama PPN
Jabatan : Direktur PT./CV. ..................

Alamat Kantor  ..coovviiviiiiiiiiiiiiieiiieenniennns
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang pertama;

- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya .................. hari kalender
terhitung tanggal ................... sampai dengan Serah Terima II
Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum mengajukan
Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih bertanggung
jawab untuk perbaikan-perbaikan atas  kerusakan tersembunyi
ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.




-81-

KOP NASKAH DINAS PD Format 13.C
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor : ....... [oeerens /416-....... /20..
Pada hariini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama e eeeteeeeeterereeeneateneeaieneiteaeneiaens
NIP. L e eteeneeeenenrare e eaaeteeaenas
Pangkat/Gol. : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat

Komitmen

AlaInat Kantor : 00000 000000000000 008000000000000000000000000

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II.

Nama L et teeteeieiiiiarerr e reeraararaaaaas
Jabatan : Direktur PT./CV. ..................
Alamat Kantor  .cooivviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeainnnans

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :

see

.................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

Penyerahan adalah yang pertama ;

Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya .................. hari kalender
terhitung tanggal ................... sampai dengan Serah Terima II
Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum mengajukan
Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih bertanggung
jawab untuk perbaikan-perbaikan atas  kerusakan tersembunyi
ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap

...... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa KPA selaku PPK
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.
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KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor : ....... [oenennn /416-....... /20...

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ...............

cresessecsesss , Kami masing-masing :

Format 13.D

I. Nama T e eeeteieeeeeeeeneriereeteraeeaeaeaaes
NIP. D e teeeereereeeeeneeeeeeneeaeeiaiiarereaes
Pangkat/Gol. @ ...,
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : ...

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. NAIMA o tiiiiiiiierreerrirettetstteeiecsesennnns
Jabatan Direktur PT./CV. ..........cce..e.
Alamat Kantor © .viiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeeeeeens

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

.
.
.
.

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :

....................................................................................

... Kabupaten

ooooooooooo

........

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan

tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :
- Penyerahan adalah yang pertama;,

- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya .................. hari kalender
terhitung tanggal ................... sampai dengan Serah Terima II
Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum mengajukan
Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih bertanggung
jawab untuk perbaikan-perbaikan atas  kerusakan tersembunyi

ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat komitmen

Penyedia Barang/Jasa

NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
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Format 13.E
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor : ....... [eeennn. /416-....... /20...

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama PP PSPPI

NIP. D et aeanaas

Pangkat/Gol. : ..o,

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor : ..........ccciiiiiiiiiiiiiinieeeeeeans

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama D teteeeeaneenreeeteeeaanenteroeetrtaaaaan
Jabatan : Direktur PT./CV. ..................
Alamat Kantor © ..ooiiiriiiiiiiieeeereeineeaneennneans

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Keadaan Barang Sesuai Pesanan

- Barang dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap
......... (-.......) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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Format 13.F

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor : ......./....../416-......./20...

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :

[. Nama D et eetterrereeeeeeneeeenettaeseeaaiirenas
NIP. et ertteeitereteeeeeereeeenerieteaaeeraaas
Pangkat/Gol. © ...ccoiiiiiiii
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : .......ccooiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT./CV. .........c.coe.e.
Alamat Kantor © .cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeineneeaes

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

............................................

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Keadaan Barang/pekerjaan ........c..cccceeveenenns Sesuai Pesanan

- Barang dalam keadaan baik/sesuai.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat komitmen

NAMA TERANG NAMA PEJABAT

Direktur Pangkat

NIP.
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT

Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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Format 14.A

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA PEMBAYARAN (TERMIN])
Nomor : ....... [ ceennnn /416~ ....... /20..

Pada hari ini .................. tanggal .....ccceoiiieennn Bulan ......cocneeeenee. Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama L eerreiericreiesnrentiarens
NIP. D ereeeerenerereteaeannnne
Jabatan : Kepala PD selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ........ dan berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tanggal .............. Nomor .............. pada Kegiatan
................................. Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh ............ (nama
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ................. kesimpulan pendapat sebagai
berikut :

Pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik : ........ % (........ persen)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas dan menurut Surat Perjanjian Nomor
......... [ ceeeen. 416~ ........ /20.. tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... dan Addendum Surat
Perjanjian Nomor ......... [ e 416- ........ /20.. tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... ,
maka .......cceu.ee (nama Penyedia Barang/Jasa) berhak atas Pembayaran Angsuran ke
............. (s-sseee...) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar RpP. .ccciececesccesescscocees

Dibayarkan Angsuran ke ............. [ [ RN ) : Rp. ceeeeeeeee ceosessssecess
Terbilang :
‘ ................ ‘..O...C..O.‘l..Q...I'...O.l-...Q......'..l'..CC............l‘..'.’l.l...'........O.l..‘....'.)'
Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran ini dibuat dalam rangkap .......... (coeenen )

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa Kepala PD selaku PPK
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat

NIP.
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LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN NOMOR : .../.../416-

.../20..

tanggal ......... Bulan ......... Tahun .........

DAFTAR KEMAJUAN PEKERJAAN (TERMIN KE ..... )

Pekerjaan = ...,

Lokasi e,
Harga Harga Selesai

No.| Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Selesai | Satuan Total (Rp.)
(Rp.) (Rp.) i
Jumlah
Angsuran ke ......... [ (S ) dibayar RpP. .ccccccececcccececacecnctccecacasscnes
Terbilang : (..cccocececececececeee cressrsestscesassoncertacereesessssserorere cvecccsescscseee asenessesssnesses ).

Penyedia Barang/Jasa

NAMA TERANG

Direktur

Konsultan Pengawas

NAMA TERANG

Direktur
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Format 14.B
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN (TERMIN
Nomor : ....... [ e /416~ ....... /20...

Pada hari ini .................. tanggal .......coeeeeeeee. Bulan .....eeiienneene Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama = = @ i
NIP. D eeeeriereeeeeeenaaaaaes
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ........ dan berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tanggal .............. Nomor .............. pada Kegiatan
................................. Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh ............ (nama
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ................. kesimpulan pendapat sebagai
berikut:

Pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik : ...c.... % (e.ceeeee persen)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas dan menurut Surat Perjanjian Nomor
......... / ceeeeee. 416- ........ /20... tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... dan Addendum
Surat Perjanjian Nomor ......... [ e 416- ........ /20... tanggal ......... Bulan ......... Tahun
......... , maka ............... (nama Penyedia Barang/Jasa) berhak atas Pembayaran Angsuran
ke ..., | R ) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar RP. cccceccecsseccccrscessens
(..l.....'..........0....00...‘..0.0).

Dibayarkan Angsuran ke ............. {eresecerecossessces) : RPe cocrenenen cesnsasees

Terbilang :

‘ ....... 0000000000000 0000000000000000000000000000000000000 G880 OGIOISOICEORIIOTOS 0000000000000 00800000000000000 ‘.l’.
Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran ini dibuat dalam rangkap .......... (coreeee )

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP,
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Format 14.C
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN (TERMIN
Nomor : ....... [ eeeeens /416- ....... /20...

Pada hari ini ........c......... tanggal  ....coveeeieennnnn. Bulan .......cenveenee Tahun

.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama D eerretererrieierecaene

NIP. D et

Jabatan . Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ........ dan berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tanggal .............. Nomor .............. pada Kegiatan
................................. Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh ........... (nama
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ................. kesimpulan pendapat sebagai
berikut:

Pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik ¢ ........ % (ceeeeees persen)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas dan menurut Surat Perjanjian Nomor
......... [ ceeeeee. 416- ........ /2017 tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... dan Addendum
Surat Perjanjian Nomor ......... [ eeeenens 416- ........ /20... tanggal ......... Bulan ......... Tahun
......... , maka ............... (nama Penyedia Barang/Jasa) berhak atas Pembayaran Angsuran
ke ... (cevnerenns ) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar RP. ccccccecescccececcecences
(..Il....‘...'..........'....Il.l'.').

Dibayarkan Angsuran Ke ....cccceceee (seceeccecencsecsees) $ RPe cccrcorecceraccness ctstcecnane

Terbilang :

("...C..Q....C'. ..... essscee G0000000000000000000000000003800R0CNS s0sccsene .l.l.O.....00..............l‘.......).
Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran ini dibuat dalam rangkap .......... (coreeree )

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa KPA selaku PPK
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP,
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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Format 14.D
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN (TERMIN])
Nomor : ....... J eennnee /416-....... /20...

Pada hari ini .................. tanggal ....oceeieniinenans Bulan ... Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama L rteerncererereeieaaes
NIP. D eeeetrieniresreeeteineaes
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ........ dan berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tanggal .............. Nomor .............. pada Kegiatan
................................. Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh ............ (nama
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ................. kesimpulan pendapat sebagai
berikut:

Pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik : ........ % (........ persen)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas dan menurut Surat Perjanjian Nomor
......... / ceeene. 416- ........ /2017 tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... dan Addendum
Surat Perjanjian Nomor ......... [ eeenen 416- ........ /2017 tanggal ......... Bulan ......... Tahun
......... , maka ............... (nama Penyedia Barang/Jasa) berhak atas Pembayaran Angsuran
ke .ooeeennnns (comemenene ) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar RP. ccccccecccccsccrccecences

Dibayarkan Angsuran ke ............. | [SURUPTRURI JEIB .3 T
Terbilang :

‘oo ooooooooooooo esecse 00E0000000000000000000000000000000000000000 sessccscer oo-ooo-o.o..ooo.oooooco.no.ooo..o.oo,.

Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran ini dibuat dalam rangkap .......... (cevveee )
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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Format 14.E
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN (100%
Nomor : ....... [ e /416- ....... /20...
Pada hari ini .................. tanggal ...cccceeevieennne. Bulan ......cceenieeneee Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama = = @ i
NIP. e,
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ........ pada Kegiatan
................. Pekerjaan ..................... yang dilaksanakan oleh ........... (hama Penyedia
Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ................. dengan tahapan sebagai berikut :
a. Diperiksa dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tanggal .............. Nomor
b. Dlserahkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanggal ............... Nomor
c. Diserahkan kepada PA/KPA dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP)
Tanggal ............... Nomor .............
d. Pemeriksaan admnistratif dalam Berita Acara Pemeriksaan Admnistratif Hasil
Pekerjaan Tanggal ......... Nomor ........
e. Jaminan Pemeliharaan Tanggal ...... Nomor .......

berpendapat sebagai berikut :
Pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik : ........ % (........ persen)

Berdasarkan hasil tahapan tersebut diatas dan menurut Surat Perjanjian Nomor .........
[ ceveene 416- ........ /2017 tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... dan Addendum Surat
Perjanjian Nomor ......... [ ceeeeenn 416- ........ /2017 tanggal ......... Bulan ......... Tahun .........
, maka ......ecuueen. (nama Penyedia Barang/Jasa) berhak atas Pembayaran Angsuran ke
............. (-........) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar RP. «cccececesescsceescscanes
(....C...........Q...ll.’.......l...).

Dibayarkan Angsuran Ke ...c..ccceees [erecsescacsecannane | JED L 3+ T cesecssseserenns

Terbilang :
(ceeeermneennencnentenesseeseetnesaetsessessasaetncssasntenscsssenssesennsans ceeeeereestssnesastnnsarsresnnsnes )

Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran ini dibuat dalam rangkap .......... (vereeeee )

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa ‘ Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP,
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.



-91-

Format 15.A
KOP NASKAH DINAS PD a
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : ....... [ oceenee /416- ....... /20...
Pada hari ini ..........coceeeee tanggal .....ccoiiinnnennns Bulan ......cceeeennenn. Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama ettt
NIP. D erereeeceeeieaiaenesanes
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu ........................
(nama PD) Kabupaten Mojokerto.
Berdasarkan Keputusan ........ (nama PD) Kabupaten Mojokerto tanggal ....... Bulan
.......... Tahun ............ Nomor : 188.45/....../HK/416-000/20... telah menerima barang
sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor ......... Tanggal ........... dan Berita

Acara Serah Terima (BAST) nomor ....... tanggal ....... yang dipesan dari .......... (nama
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ............... sebagai realisasi Surat
Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor 027/ ...... /416~ ...... /20... tanggal ........... bulan
......... 20... sebagai berikut :
No. Uraian Satuan | Volume Harga Satuan | Jumlah Harga
(Rp.) (Rp.)
| S PR (Jenis Barang)
- Spesifikasi
2, | e (Jenis Barang)
- Spesifikasi
3o | i (Jenis Barang)
- Spesifikasi
Jumlah
Terbilang : (.cecoeerieeiieiiiiiiiiiieieiieerenene rupiah)

Adapun barang-barang tersebut telah kami terima sesuai dengan kesimpulan sebagai

berikut :

a. Keadaan barang sesuai dengan pesanan;
b. Barang dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Penerimaan barang ini dibuat dalam rangkap

(ceneenee ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,

Barang Pembantu

NAMA TERANG
Direktur

Mengetahui,

Yang menerima,
Penyedia Barang/Jasa Pengurus Barang Pengguna/Pengurus

Mojokerto

NAMA TERANG
NIP.

KEPALA PD selaku PPK

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

(nama PD) Kabupaten
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Format 15.B
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : ....... Y AN /416- ....... /20...
Pada hari ini ........ccceeeeene tanggal .....cooeieiienen, Bulan ... Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawabh ini :
Nama = = @ i,
NIP. D rereseeeeerinreerenaes
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu ........................
(nama PD) Kabupaten Mojokerto.
Berdasarkan Keputusan ........ (nama PD) Kabupaten Mojokerto tanggal ....... Bulan
.......... Tahun ............ Nomor : 188.45/....../HK/416-000/20... telah menerima barang
sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor ......... Tanggal ........... dan Berita

Acara Serah Terima (BAST) nomor ......
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan

tanggal .......

...............

yang dipesan dari ..........

(nama

sebagai realisasi Surat

Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor 027/ ...... /416-...... /20... tanggal ............ bulan
......... 20... sebagai berikut :
. Harga Satuan | Jumlah Harga
No. Uraian Satuan | Volume (Rp.) (Rp.)
) R N (Jenis Barang)
- Spesifikasi
2. | cvirrrerieeniinnansnenens (Jenis Barang)
- Spesifikasi
G S (Jenis Barang)
- Spesifikasi
Jumlah e
Terbilang 1 (cceceeeeiieenmireeiieiiererereeneeaeens rupiah)

Adapun barang-barang tersebut telah kami terima sesuai dengan kesimpulan sebagai

berikut :

a. Keadaan barang sesuai dengan pesanan;

b. Barang dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Penerimaan barang ini dibuat dalam rangkap

{cooneeen ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
Penyedia Barang/Jasa

NAMA TERANG
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.

.........

Yang menerima,

Pengurus Barang Pengguna/Pengurus

Barang Pembantu ...... (nama PD) Kabupaten
Mojokerto
NAMA TERANG
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.




-93-

Format 15.C
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : ....... [ ceeenne /416- ....... /20..

Pada hari ini ................ tanggal ...oiceeininniennen, Bulan ......ccccevveeniee Tahun

.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama D rereerreaserseeratenenienes

NIP. D terecserasnnseeretnesainaes

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu ...........ccccceeeien.
(nama PD) Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Keputusan ........ (nama PD) Kabupaten Mojokerto tanggal ....... Bulan
.......... Tahun ............ Nomor : 188.45/....../HK/416-000/20... telah menerima barang
sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor ......... Tanggal ........... dan Berita
Acara Serah Terima (BAST) nomor ....... tanggal ....... yang dipesan dari .......... (nama
Penyedia Barang/Jasa) dan beralamat di Jalan ............... sebagai realisasi Surat
Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor 027/ ...... /416-...... /20... tanggal ............ bulan
......... 20... sebagai berikut ::

. Harga Satuan | Jumlah Harga
No. Uraian Satuan | Volume (Rp.) (Rp.)
1o | e (Jenis Barang)
- Spesifikasi
2. | v (Jenis Barang)
- Spesifikasi
K S (Jenis Barang)
- Spesifikasi
e e e e Do
Terbilang : {voccceeeeeieieirnieiiieniieneneneneenss rupiah)

Adapun barang-barang tersebut telah kami terima sesuai dengan kesimpulan sebagai

berikut:

a. Keadaan barang sesuai dengan pesanan;
b. Barang dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Penerimaan barang ini dibuat dalam rangkap

(cenrenn ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menyerahkan, Yang menerima,
Penyedia Barang/Jasa Pengurus Barang Pengguna/Pengurus
Barang Pembantu ...... {nama PD) Kabupaten
Mojokerto
NAMA TERANG NAMA TERANG
Direktur NIP.
Mengetahui,
KPA selaku PPK KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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Format 15.D
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : ...... [ eeenee /416- ....... /20...

Pada hari ini ......cceeereennne tanggal ......ceoveniennnn. Bulan ......cceiniene Tahun

.................... , kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama D e

NIP. N

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu .........c..............
(nama PD) Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Keputusan ........ (nama PD) Kabupaten Mojokerto tanggal ....... Bulan
.......... Tahun ............ Nomor: 188.45/....../HK/416-000/20... telah menerima barang
sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor ......... Tanggal ........... dan Berita
Acara Serah Terima (BAST) nomor ....... tanggal ....... yang dipesan dari .......... (nama
Penyedia Barang/Jasa} dan beralamat di Jalan ............... sebagai realisasi Surat
Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor 027/ ...... /416- ...... /20... tanggal ............ bulan
......... 20... sebagai berikut :

No. Uraian Satuan | Volume Harg&iituan Juml&l; Slarga
| N RO UTPRRUNY (Jenis Barang)
- Spesifikasi
2. | et (Jenis Barang)
- Spesifikasi
3o | e (Jenis Barang)
- Spesifikasi
T e I,
Terbilang : ( ...ccccoeviviiiiiiiiiiiiiiiiiinieiiinnenns rupiah)

Adapun barang-barang tersebut telah kami terima sesuai dengan kesimpulan sebagai

berikut:

a. Keadaan barang sesuai dengan pesanan;
b. Barang dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Penerimaan barang ini dibuat dalam rangkap

(coeeeeen ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menyerahkan, Yang menerima,
Penyedia Barang/Jasa Pengurus Barang Pengguna/Pengurus
Barang Pembantu ...... (nama PD) Kabupaten
Mojokerto
NAMA TERANG NAMA TERANG
Direktur NIP.
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD
selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat Pangkat

NIP. NIP. NIP.
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Format 15. E
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN
Nomor : ....... [ ceeens /416- ....... /20...
Pada hari ini ......c.c.co...... tanggal .....cceeeenreennns Bulan ......ccccoeeneens Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama E Y
NIP. O
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna ............ccccece.eee. (nama PD) Kabupaten
Mojokerto Bupati Kabupaten Mojokerto tanggal ....... Bulan .......... Tahun ............ Nomor
188.45/...... /HK/416-000/20... telah menerima barang sesuai Berita Acara Hasil
Pemeriksaan (BAHP) Nomor ......... Tanggal ........... dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
nomor ....... tanggal ....... yang dipesan dari .......... (nama Penyedia Barang/Jasa) dan
beralamat di Jalan ............... sebagai realisasi Surat Perintah Kerja Nomor 027/......
/416- ...... /20... tanggal ............ bulan ......... 20... sebagai berikut :
; Harga Satuan | Jumlah Harga
No. Uraian Satuan | Volume (Rp.) (Rp.)
) (Jenis Barang)
- Spesifikasi
D O (Jenis Barang)
- Spesifikasi
T OO (Jenis Barang)
- Spesifikasi
T — e
Terbilang : (...ccoveveveeeiinenrnieninieeenearneneneenns rupiah)
Adapun barang-barang tersebut telah kami terima sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(SPK).
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap ......... (coeveenn Juntuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Yang menyerahkan, Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang
Penyedia Barang/Jasa Pembantu ...... (nama PD) Kabupaten
Mojokerto
NAMA TERANG NAMA TERANG
Direktur NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PPK

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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Format 16
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG
Nomor : ....... [ eeneen /416- ....... /20...
Pada hari ini .......c...ocoueee 1221 97:7:221 SN Bulan ... Tahun
.................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama D ereeteesisaserieeanas
NIP. L eeerececeecnerecntsaenannes
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu
.................. (nama PD) Kabupaten Mojokerto.
2. Nama L eeeereecrcnreneereaeaaas
NIP. D eererierererera e
Jabatan D e rrereereeiirraae
Berdasarkan Keputusan ........ (nama PD) Kabupaten Mojokerto tanggal ....... Bulan
.......... Tahun ............ Nomor : 188.45/....../HK/416-000/20... telah menerima barang
sesuai Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor 027/ ...... /416- ...... /20... tanggal
............ bulan ......... 20... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, antara lain
sebagai berikut :
No. Uraian Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga
(Rp.) (Rp.)
) P RSO (Jenis Barang)
- Spesifikasi
20 | e (Jenis Barang)

...................................................

---------------------------------------------------

Jumlah

..................

Terbilang : (.oveevieiieiriiiiiiiieieeeeeieeiennnen, rupiah)

Adapun barang-barang tersebut telah kami terima sesuai dengan kesimpulan sebagai

berikut :

a. Keadaan barang sesuai dengan pesanan;
b. Barang dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat dalam rangkap ......... (eeeeee- )
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima, Yang menyerahkan,
.................................... Pengurus Barang Pengguna/Pengurus
Barang Pembantu ...... (nama PD) Kabupaten
Mojokerto
NAMA TERANG NAMA TERANG
NIP NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PPK

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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Format 17.A

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN (BAPHP)

Nomor : ....... [oeeenn. /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama D ettt aeaeas

NIP. PPN

Pangkat/Gol. : ...

Jabatan : Pengguna Anggaran ......... (Nama PD)

Alamat Kantor : .........cocociiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin,

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama S PPN
NIP. et eeeereeeeeecesiiaaeteetereteaaaasaaens
Pangkat/Gol T et tereteeeer e eeeeneeateeraaeaaaans
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeae,

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :
....................................................................................... Tahun
Anggaran  ......... sesuai kontrak nomor : ................. tanggal

...................

(BAHP) Tanggal ...... Nomor ......... dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Tanggal ........... Nomor ..............
PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dan untuk diteruskan pada

proses lebihlanjut.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam
rangkap ......... (ceveene ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Anggaran
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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FORMAT 17.B

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN (BAPHP)

Nomor : ....... [oeeenen /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama PPN

NIP. ettt teeietetreieeeeceeeteeeeiaretananeaans

Pangkat/Gol. © ...,

Jabatan : PA/KPA (Nama PD)

Alamat Kantor : .......c.cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineen

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama PPN
NIP. D ettt e e
Pangkat/Gol D ettt aaaaas
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : ..........ccoiiiiiiiiiiiiiniiien,

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan

....................................................................................... Kabupaten
Mojokerto Tahun Anggaran 20... sesuai kontrak nomor : ..... [..../]416 -
..... /20... tanggal ...................,

Penyerahan tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST)
Tanggal ...... Nomor : ..... [-..../416 - ..../20..

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dan untuk diteruskan pada
proses lebihlanjut.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam
rangkap ......... (coreeeee ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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Format 18.A

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF HASIL PEKERJAAN

NOMOR.......... Y /416-....... /20.....
Pada hari ini ................. tanggal ................... bulan .......... tahun
.......... , kami yang bertandatangan di bawah ini :
L : KETUA
2 : SEKRETARIS
S e : ANGGOTA
Ao, : ANGGOTA
S e, : ANGGOTA
Selaku Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan .............. (Nama
PD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ..... sesuai dengan Keputusan Kepala
......... Kabupaten Mojokerto Tanggal ........... Nomor ...... telah mengadakan
pemeriksaan administrasi pekerjaan, berdasarkan perintah Pengguna Anggaran
dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tanggal ...... Nomor ........ dan
Nota Dinas Pengguna Anggaran Tanggal ....... Nomor .........
1. Kegiatan
2. Pekerjaan
3. Kode Rekening
4. Jumlah Anggaran DPA
5. Nama Penyedia Barang/Jasa
6. Nama Direktur
7. Alamat
8. Nilai Kontrak :
9. Surat Penetapan Pemenang :
10. SPPBJ ;
11. SPK/ Surat Perjanjian/Kontrak ;
12. SPMK

13. Addendum Kontrak

14. Nilai Addendum Kontrak
15. Masa pelaksanaan :
16. Surat Penetapan Denda ;
17. Nominal Denda :
18. Jaminan Pemeliharaan
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Hasil Pemeriksaan

2
(-]

Pemeriksaan Dokumen Ada Tidak Ada

RKA / KUA-PPAS

SK PPK

DPA

RUP

Spektek / KAK

RAB Perencanaan

HPS

Dokumen Pengadaan

Dokumen Kontrak

Dokumen Addendum

== O 00|V D[N | =

(=]

Laporan harian, mingguan
bulanan

Laporan MC 0%, MC 100%

Asbuilddrawing

BA Hasil Pemeriksaan (BAHP)

BA Serah Terima (BAST)

Foto dokumentasi

fmd | et | et | o | ot | b
N OV {WIN

BA Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kesimpulan : Secara administrasi Pekerjaan .......... Tahun Anggaran ..........
(sesuai / belum sesuai) sehingga dapat dilakukan (proses lebih lanjut /
perbaikan) *

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Admnistratif ini dibuat dalam rangkap .......
(ceonnenn ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa Pejabat/Panitia
CV.IPT. ............ Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
NAMA TERANG 1.NAMA ...
Direktur Tandatangan : .........
2. NAMA D eeeeeeen
Konsultan Pengawas Tandatangan : .........
CV. ...l 3. NAMA s
Tandatangan : .........
4. NAMA Deeeeeene.
NAMA TERANG Tandatangan : .........
Direktur 5. NAMA e

Tandatangan : .........
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FORMAT 18.B

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF HASIL PEKERJAAN
Nomor ......... Lo /416-103/2019

Pada hari ini ................. tanggal ................... bulan .......... tahun
.......... , kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
NIP :
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan .............. (Nama PD)
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ..... sesuai dengan Keputusan Kepala
......... Kabupaten Mojokerto Tanggal ........... Nomor ...... telah mengadakan
pemeriksaan administrasi pekerjaan, berdasarkan perintah Pengguna Anggaran
dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tanggal ...... Nomor ........ dan
Surat Permohonan dari PPK tanggal Tanggal ....... Nomor .........

Kegiatan

Pekerjaan

Kode Rekening

Jumlah Anggaran DPA
Nama Penyedia Barang/Jasa
Nama Direktur

Alamat

Nilai Kontrak

Surat Penetapan Pemenang
SPPBJ

SPK/ Surat Perjanjian/Kontrak
SPMK

Addendum Kontrak

Nilai Addendum Kontrak
Masa pelaksanaan

RN PO

bt et el ek ek b
nhwN—O
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Hasil Pemeriksaan

=
o

Pemeriksaan Dokumen

Ada

Tidak Ada

RKA / KUA-PPAS

SK PPK

DPA

RUP

Dokumen Pengadaan

Dokumen Kontrak

Dokumen Addendum

Laporan Pendahuluan

O (0[N (O |Uh|WIN|-

Laporan Akhir :

1. Engineer Estimate (EE)

2. Bill of Quantity (BQ)

3. Gambar Perencanaan

4. RKS dan Spesifikasi Teknis

5. Kesimpulan dari Hasil
Perencanaan

10

Foto Dokumentasi Perencanaan

11

Flash Disk / Hard Disk

12

BA Serah Terima (BAST)

13

BA Penyerahan Hasil Pekerjaan
(BAPHP)

14

Invoice

Kesimpulan : Secara administrasi Pekerjaan

..........

Tahun Anggaran ..........

(sesuai / belum sesuai) sehingga dapat dilakukan (proses lebih lanjut /
perbaikan) *

DemikianBerita Acara Pemeriksaan Admnistratif ini dibuat dalam rangkap
) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

( .......

Penyedia Barang/Jasa
CV./PT. ............

NAMA TERANG
Direktur

Pejabat/ Pemeriksa Hasil

Pekerjaan
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Format 19.A

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR
Nomor : ....... [oeenen /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :

[. Nama e reeeeieeriereeeeetieeieerreraaaaas
NIP. et eeteneeeeeeeaeeeeeeireeaeeaas
Pangkat/Gol. @ ...
Jabatan : Kepala PD selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : ........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Yang selanjutnya disebut PPHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT./CV. ...........c.....
Alamat Kantor : ......cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiirieeaens

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

............................................

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan :
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang terakhir;

- Sampai dengan masa pemeliharaan .................. hari kalender PIHAK
KEDUA telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-
kerusakan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa KEPALA PD selaku PPK
NAMA TERANG NAMA PEJABAT

Direktur Pangkat

NIP.
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Format 19.B

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR

Nomor : ....... [oeeennn /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama e teeerereeeseeeatetetieeiiaiieieireaaeas

NIP. D e tteeeeeeteieeeeeeeeeaeeeaeneeaeaeneanes

Pangkat/Gol. : ..o,

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor : .......ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT./CV. ..................
Alamat Kantor & oo iiiieiiiiieeeeaenes

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

............................................

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang terakhir;

- Sampai dengan masa pemeliharaan .................. hari kalender PIHAK
KEDUA telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-
kerusakan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.
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Format 19.C
KOP NASKAH DINAS PD
BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR
Nomor : ....... [oeeennn /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama e eteeeeeeeeeieeiiateeratireiaaeeeaees

NIP. L e erereeeeeeeeeeeeneeeareaeeneatasaaaas

Pangkat/Gol. 1 ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat
Komitmen

Alamat Kantor : .......cccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama ettt teiieeteeeeierararrnareeiiiraaaaas
Jabatan : Direktur PT./CV. ..c.cocciiinns
Alamat Kantor : ...oveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirieenaans

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang terakhir;

- Sampai dengan masa pemeliharaan .................. hari kalender PIHAK
KEDUA telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-
kerusakan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa KPA selaku PPK
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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Format 19.D

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR

Nomor : ....... [oennen. /416-....... /20..

Pada hari ini .............. tanggal .............. Bulan ............... Tahun
.............. , kami masing-masing :
I. Nama L PPN

NIP. T et eeeenreeeeeeeeeteeeeeneaeeenaaaans

Pangkat/Gol. © ..o

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor : .......coociiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama ettt teeeneeietteeeerareeraaeaaas
Jabatan : Direktur PT./CV. ...
Alamat Kantor & oottt eeaaaas

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kegiatan
....................................................................................... Kabupaten

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang terakhir;

- Sampai dengan masa pemeliharaan .................. hari kalender PIHAK
KEDUA  telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-
kerusakan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir ini dibuat dalam rangkap
......... (........) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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Format 19. E

KOP NASKAH DINAS PD

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Nomor ......... Y SO /416- /2019
Pada hariini................. tanggal ......ccceeunennen bulan .......... tahun
.......... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
NIP
Pangkat / Gol
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat

Pembuat Komitmen
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan : Direktur CV.
Alamat Kantor

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyerahkan Kepada PIHAK PERTAMA Kegiatan
................. Kabupaten Mojokerto Sesuai kontrak nomor : .............. tanggal

.......................

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap S5 (lima)
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa Pengurus Barang Pengguna/Pengurus
Barang Pembantu ...... (nama PD)

Kabupaten Mojokerto

NAMA TERANG NAMA TERANG
Direktur NIP.

Mengetahui,
KEPALA PD selaku PPK

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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120 cm

Format 20

Lambang
Pemkab
Mojokerto

Nama Kegiatan
Nama Pekerjaan
Lokasi Kegiatan
Volume

Biaya

Manfaat

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN .....

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

....................................

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : ........ Hari Kalender

Mulai

Selesai
Pelaksana

...........................

...........................

...............................

80 cm

Kayu Keras 5/7

230 cm

Spesifikasi Teknis :

1 Panjang Papan
2 Lebar Papan *

+ 120 cm
80 cm

3 Pondasi Berupa Cor Rabat dengan volume 20 X 20 X 50 cm
dan bagian atas muncul dipermukaan tanah setinggi + 5 cm

4 Tiang Penyangga berasal dari Kayu Keras ukuran 5/7 cm

5 Warna Dasar Papan : Putih

6 Tulisan Huruf Berwarna Hitam

7 Lambang Pemerintah Daerah Berwarna

8 Tinggi Keseluruhan Minimal + 230 cm




-109 -

Format 21.A

FORMAT 27 A : BENTUK PENANDATANGANAN SURAT PESANAN/SURAT
PERINTAH KERJA/SURAT PERINTAH MULAI KERJA/SURAT

PERJANJIAN PENGADAAN/SURAT PERJANJIAN
PEMBORONGAN :
Penyedia Barang/Jasa, KEPALA PD selaku PPK,
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat

NIP.
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Format 21.B

FORMAT 27 B : BENTUK PENANDATANGANAN SURAT PESANAN/SURAT
PERINTAH KERJA/SURAT PERINTAH MULAI KERJA/SURAT

PERJANJIAN PENGADAAN/SURAT PERJANJIAN
PEMBORONGAN :
Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen,
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
Penyedia Barang/Jasa, KPA selaku PPK,
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,

KEPALA PD selaku PA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.
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Format 21.C

Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen,
NAMA TERANG NAMA PEJABAT
Direktur Pangkat
NIP.
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA PD selaku PA
NAMA PEJABAT NAMA PEJABAT
Pangkat Pangkat

NIP. NIP.
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[ Format 22.A |

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

[A. PELAKSANA KONSTRUKSI [ Tahun:
1. Unit Kerja/SKPD :
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. Paket Pekerjaan
5. Lokasi Pekerjaan
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal: s.d.
Penilaian Nilai Akhir
. . Bobo
No.jAspek Kinerj Indikator t ‘()% ) zzngat IKur Cukup Baik S;?“S: t (Nilai x
Bobot) 100
<50 |51-60[61-7071-8481-100] 2222t
Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi
.. Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Time
1. |Admiistza | 1. |Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, 10 75 7.5
st (20%) Laporan-Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi,
Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll).
9 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi 5 80 4
* |Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).
3 Kelengkapan Kantor Administrasi: Gudang, 5 75 3.75
Kantor Direksi, Papan Nama, dll. -
9 w 4 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu 5 78 3.9
1i1aom * | pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.
5 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan 5 79 3.95
" |Tidak ada keterlambatan. ’
Kuali Uji Fungsi/Test Laboratorium, / Uji
3. |Kualitas | g l1einis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai 5 80 4
dan K
. ontrak.
Kuantitas Kualitas Pekerj Td Spesifikasi
25% u ekerjaan sesuai dengan Spe asi
(25%) 7| relnis 10 80 8
Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar
8. Kuantitas dan Harga. 10 7S 7.5
. Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan
4. |Material (101 9. Pekerjaan terpenuhi S5 71 3.55
10. ?ahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi 5 76 3.8
eknis.
5 Tenaga 11 Jumlah Tenaga kerja dan peralatan selama Waktu 5 77 3.85
" |Kerja dan ‘I Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. :
Peralatan Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai
(15%) 12/ ketentuan Kontrak. S 78 3.9
Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan
13. Kontrak 5 78 39
Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan
6 Keselamata 14 terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, 5
‘In dan ‘[Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan 78 39
Kesehatan Catatan kejadian.
Kerja (10%) Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek,
15, . 5 80 4
asuransi, dil).
7 16 Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan 5
: Lingkungan ‘| sekitar pekerjaan. 80 4
(10%) 17| Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan 5
‘| Lingkungan sekitar. 80 4
100 77.5

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mojokerto,

Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen
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[ Format 22.B |
LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
[A. PELAKSANA KONSTRUKSI | Tahun:
1. Unit Kerja/SKPD
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. Paket Pekerjaan
5. Lokasi Pekerjaan
6. Nilai Kontrak
7. Nomor Kontrak : Tanggal:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : hari. Tanggal: s.d.
Penilaian Nilai Akhir
Bob
No.Aspek Kinerji Indikator oo 0 | Sangat I](ura.nJCukup Baik Sangat Nilai x
t (%) | Kurang Baik
Bobot) 100
s50 |51-60|61-70{71-8(81-100
1 Administra 1 Admxmstrast Pekeqaan sesuai Kontrak (Time 10 75 7.5
" 1si (20%) " |Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, :
Lanaran-lanaran Bulai Tami Bula Direksi
2 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi 5 80 4
* |Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).
3 Kelengkapan Kantor Administrasi: Gudang, 5 75 3.75
Kantor Direksi, Papan Nama, dll. :
2 \\;le 4 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu 5 78 3.9
Nirnom * |pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak. :
5 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan 5 79 3.95
' |Tidak ada keterlambatan. :
Kualitas UJT FUngSI/ TeSt LADUT Ao TUII, 7 OJT
3. |dan 6. |Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai 5 80 4
: Kantrale
Kuantitas 7 | Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi 10 80 8
(25%) " |Teknis
Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar
8. Kuantitas dan Harga. 10 75 7.5
. Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan
4. |Material (101 9. Pekerjaan terpenuhi 5 71 3.55
10 Baha.n yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi 5 76 3.8
Teknis.
5. Ten‘aga 11, Jumlah Tenaga keqa dan pera.lat:'an selama Waktu 5 77 3.85
Kerja dan Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.
Peralatan Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai
(15%) 12. ketentuan Kontrak. 5 78 3.9
13 &:Ip;zs:;as dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan 5 78 3.9
6. Keselamata 14, terpenuh1 Peralatan Ba.han, Pakalan Sepatu 5 78 39
n dan Helm Rambn-ramhbu Alat Pengaman dan
Kesehatan Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek,
Kerja (10%) |5 asuransi, du). S 80 4
. Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan
7. |Lingkungan|16. sekitar pekerjaan. 5 80 4
(10%) TTUEKSrel WO PTelIT] T eI TSI T TeTIgarT
17),. T ee 5 80 4
— - - 100 77.5
Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai {angka) pada kolom yang sesuai
Penilai,
Mojokerto,

Pejabat Pembuat Komitmen
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[ Format 22.C |

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

|{A. PELAKSANA KONSTRUKSI | Tahun: |
1. Unit Kerja/SKPD
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. Paket Pekerjaan
5. Lokasi Pekerjaan
6. Nilai Kontrak
7. Nomor Kontrak Tanggal:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan hari. Tanggal: s.d.
Penilaian Nilai Akhir
No.hspek Kinerj Indikator Bobo| Sangat ura.nJCukup Baik | 52782 | \niai x
t (%) | Kurang Baik
Bobot) 100
<50 |51-60|61-70[71-8(381-100
Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi
Admini Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Time
1. | 20‘{,‘/“““ 1.|Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, 10 75 7.5
si %) Laporan-Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi,
Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll).
9 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi 5 80 4
' |Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dli).
3 Kelengkapan Kantor Administrasi: Gudang, 5 75 3.75
Kantor Direksi, Papan Nama, dll. '
2 "WT" 4 |Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu s 78 55
"livnor :’ * |pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak. '
Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan
5:|Tidak ada keterlambatan. 5 7 3.95
. Uji Fungsi/Test Laboratorium, /Uji
3.|Kualitas | g |Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai 5 80 4
dan Kontrak.
Kuantitas Kualitas Pekerj id Spesifikasi
25% ualitas Pekerjaan sesuai dengan Spe asi
(25%) 7. I eknis 10 80 8
Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar
8. Kuantitas dan Harga. 10 75 7.5
4. |Material (10{ 9. Ketera.iedlaan Bahan. selama Pelaksanaan 5 7 3.55
Pekerjaan terpenuhi
10, Baha'n yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi 5 76 38
Teknis.
5. |Tenaga 11 Jumlah Tenaga kex?a dan peralat.an selama Waktu 5 77 3.85
Kerja dan Pelaksanaan pekerjaan terpenubhi.
Per :latan 12 Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai 5 78 3.9
(15%) ketentuan Kontrak. .
Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan
13, Kontrak 5 78 3.9
Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan
6 Keselamata 14 terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, 5 78 3.9
“In dan 1Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan :
Kesehatan Catatan kejadian.
Kerja (10%) 15 Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek, 5 80 4
‘lasuransi, dli).
7 16 Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan 5 80 4
" |Lingkungan|  |sekitar pekerjaan.
(10%) 1 Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan 5 80 4
lLingkungan sekitar.
100 77.5
Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen
Mojokerto,

Pejabat Pembuat Komitmen
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[ Format 22.D |
LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
|A. KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI |__Tahun:
1. Unit Kerja/SKPD
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. Paket Pekerjaan
5. Lokasi Pekerjaan
6. Nilai Kontrak
7. Nomor Kontrak Tanggal:
8. Jangka Waktu Pelaksanaan hari. Tanggal: s.d.
Penilaian Nilai Akhir
Sangat . Sangat
K Cuku Baik p;
No.|Aspek Kinerja Indikator ?ﬁ;‘)’ e P Baik | (Nilaix
Bobot) 100
s50 | 51-60{ 61-70| 71-80|81-100,
Administrasi Kantor, Studio, dan sarana prasarana perusahan
1. 1 Sr:/ums Tast 1 4. |memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai| 5
(15%) kualifikasi.
2 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi 5
" | Keuangan (termin, pajak, jaminan, dli)
Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga
3. jadministrasi, tenaga teknis) perusahan 5
memadai/sesuai dengan kualifikasi.
o Tenaga Ahli 4 Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan 15
" |dan Tenaga * | sesuai dengan yang diusulkan.
Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki
5. |kemampuan sesuai dengan kualifikasi 10
pekerjaan.
3 Kualitjas dan 6 Kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi yang 10
' {Kuantitas * ldilaksanakan Pelaksana sesuai Kontrak
Produk (30%
uk (30%) 7 Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan 5
" |dilaksanakan secara periodik dapat ditepati
Memberikan Instruksi-Instruksi kepada
8. | Pelaksana sesuai Prosedur Tetap 10
(Protap)/Manual Mutu/SOP
° Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat 5
* |waktu/tidak ada keterlambatan.
4 Jadwal dan 10 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu 5
" {Waktu (10%) ‘| pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak
1 Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada 5
‘lketerlambatan (Progress pekerjaan)
5 Pelaksanaan 1o |Penugasan Tenaga kerja selama Waktu 5
* |Pekerjaan ‘|Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.
20%
( ) 13 Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin 5
‘|dengan pengguna jasa
Sarana Prasarana (Peralatan) selama
14.|pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai 5
ketentuan,
15.|Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran] 5
100

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai {angka) pada kolom yang sesuai

Mojokerto,

Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen




-116 -

KOP NASKAH DINAS SKPD

Format 23

BERITA ACARA REVIU ATAS LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

|\ [0 SRR
Pekerjaan
Tahun Anggaran
Pemenang

CHECKLIST REVIU PROSEDUR

...............................

NO PROSEDUR WAKTU OUTPUT CHECKLIST
(MENURUT LPSE) ADA TDK
ADA
1 Pengumuman = | ... = reene 20...
Pascakualifikasi
2 Dowload Dokumen | ...... = eeeee 20.....
Pengadaan
3 Pemberian Penjelasan | ...... = eeeees 20..... BA ... No ... Tanggal ...
4 Upload Dokumen Penawaran | ...... = ernen 20.....
5 Pembukaan Dokumen = | ...... - e 20..... BA ... No ... Tanggal ...
Penawaran
6 Evaluasi Penawaran = | ...... = eeens 20..... BA ... No ... Tanggal ...
7 Evaluasi Dokumen | ...... - e 20..... BA ... No ... Tanggal ..
Kualifikasi
8 Pembuktian Kualifikasi = | ...... — reren 20..... BA ... No ... Tanggal ...
9 Upload BA Hasil Pelelangan | ...... = eeeens 20.....
10 | Penetapan Pemenang = | ...... = eeeens 20..... BA ... No ... Tanggal ...
11 Pengumuman Pemenang | ...... = eeees 20.. BA ... No ... Tanggal ...
12 {MasaSanggah = |[..... - e 20.....
13 | Surat Jawaban Sanggah | ...... = eeenn 20.....
14 | PaktaIntegritas [ ...... = eeeees 20.....
CHECKLIST REVIU KEMAMPUAN
NO KEMAMPUAN DATA CHECKLIST
SESUAI TDK SESUAI
1 | Pengalaman = |...........
2 |[Temaga Ahli = |........
3 (Alat |
4 | Dukungan = | ...
Mojokerto,
........................ 20.....
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
Tembusan :
1. Pengguna Anggaran Dinas .......
2. Pokja Pemilihan ......... TTd
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Format 24

KOP DINAS PD

BERITA ACARA PENILAIAN KINERJA TENAGA NON PNS BULAN .... 20..
KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 065/ /]416-...... /20..

Nama Pelaksana Perorangan : ........cc.ccccviiiiiiiiniiiiinieineenenn,

Bidang Tugas

Pendidikan

Nomor Kontrak

Nilai Kontrak

Nilai Pembayaran

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Tanggal Penilaian Kinerja
Hasil Pemeriksaan selama
hadir sebagai berikut :

..............................................
..............................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

TRp. el ,00 / Tahun

..............................................
..............................................

..............................................

sebulan, dengan menyertakan dokumen daftar

NO.

ASPEK PENILAIAN

INDIKATOR PENILAIAN

KEDISIPLINAN a.
. Mentaati Peraturan Kedinasan

Mentaati Ketentuan Jam Kerja

TANGGUNGJAWAB a.

. Menyelesaikan tugas secara tepat dan cepat

Segera melaksanakan tugas yang diberikan
tanpa menunda-nunda

KEMAMPUAN

KEMAUAN DAN a.

. Mampu mengelola tugas secara mandiri,

Berinisiatif = mencari informasi dan
meningkatkan kompetensi yang relevan
dengan tugas yang dijalankan

tanpa banyak memerlukan arahan

KOORDINASI a.

. Terbuka terhadap informasi kritik dan

Mampu berkoordinasi dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas

masukan

KEPEDULIAN

. Dapat menyesuaikan diri dan bekerjasama

b. Memelihara dan mengamankan sarana

dalam lingkungan kerja

dan prasarana kedinasan

JUMLAH | ......

NILAI RATA-RATA | ........

Keterangan Penilaian :
10 - 20 : Kurang

21 - 30 : Cukup

31 -40: Baik

41 - 50 : Baik Sekali
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KESIMPULAN DAN PERTIMBANGAN :
Kinerja Tenaga Non PNS An. .....eeeveiessvcsnnnnennns bernilai Baik, maka atas hasil pemeriksaan
tersebut yang bersangkutan layak dibayar sesuai Surat Perintah Kerja

Mengetahui, Mojokerto, ......c.cceeevveeriennennn. 201
Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto selaku atasan langsung
L

Plt. BUPATI MOJOKERTO,
WAKIL BUPATI,

PUNGKASIADI




